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Skripsi ini membahas tentang “Paradigma Baru Peradilan Agama (Tinjauan 
Kritis UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 7 Tahun 
1989 tentang Peradilan Agama),” dengan permasalahan (1) Bagaimana posisi hakim 
agama dalam penegakan hukum di Indonesia pasca UU nomor 50 tahun 2009 tentang 
perubahan kedua atas UU nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, (2) 
eksistensi Peradilan Agama sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, (3) faktor 
pendukung dan penghambat eksistensi Peradilan Agama sebagai pelaku kekuasaan 
kehakiman. 
 
 Penulisan skripsi ini menggunakan metode library research (studi 
kepustakaan) dengan cara mengumpulkan buku-buku dan karya-karya yang berkaitan 
dengan judul serta menggunakan teknik kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. 
  
 Posisi hakim pasca amandemen UU nomor 50 tahun 2009 diatur oleh 
Mahkamah Agung. Hal ini sesuai dengan UU nomor 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasaan Kehakiman. Eksistensi Peradilan Agama sebagai pelaku kekuasaan 
kehakiman diatur dalam pasal 18 UU nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan 
Kehakiman dan pasal 24 UUD 1945, secara institusional eksistensi peradilan agama 
mengalami penguatan karena kewenangan mengadilinya diperluas dan eksistensi 
institusinya kokoh dan sederajat dengan peradilan lain. Hal ini sebagai faktor 
pendukung yang membawa peradilan agama ke posisi yang lebih tinggi sebagai 
media untuk mempertahankan eksistensi kelembagaannya. Sedangkan faktor 
penghambat ialah masih minimnya fasilitas baik fisik maupun non fisik yaitu sumber 
daya manusia  yang tidak merata kualitas dan kuantitasnya di Peradilan Agama serta  
masih banyak hakim di Pengadilan Agama yang belum menguasai hukum materil 
dengan baik.  
 
 Implikasinya adalah perlu pengkajian lebih dalam tentang aspek sosial dan 
budaya serta pengaruhnya terhadap peradilan agama, baik menyangkut eksistensinya 
maupun kewenangan serta hukum materiil yang digunakan oleh para hakim dalam 





A.  Latar Belakang Masalah 
Pengadilan Agama sebagai salah satu dari empat lingkungan peradilan yang 
diakui eksistensinya dalam UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok 
Kekuasaan Kehakiman dan terakhir telah diganti dengan UU Nomor 48 Tahun 2009 
tentang Kekuasaan Kehakiman, merupakan lembaga peradilan khusus yang ditujukan 
kepada umat Islam dengan lingkup kewenangan yang khusus pula, baik mengenai 
perkaranya maupun para pencari keadilannya (justiciabel). Peradilan Agama adalah 
peradilan limitatif, yang telah disesuaikan (dimutatis mutandiskan) dengan keadaan di 
Indonesia.
1
 Selain peradilan agama terdapat pula peradilan umum, peradilan militer 
dan peradilan tata usaha negara yang termasuk peradilan khusus.
2
 
Perkembangan dari institusi peradilan agama seperti yang dikenal saat ini 
ternyata sudah berlangsung sejak sebelum Indonesia merdeka, bahkan sudah ada pada 
zaman kerajaan-kerajaan Islam berdiri. Hanya pada waktu itu hakim atau yang 
dikenal dengan istilah Qadhi pada umumnya adalah para ulama yang diberikan 
kekuasaan oleh raja atau sultan yang sedang berkuasa untuk menangani perkara-
perkara perdata maupun perkara pidana yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. 
                                                             
1 Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama (Cet. ke-11; Jakarta: PT. Raja Grafindo 
Persada, 2005), h. 6. 
  




Peradilan adalah suatu tugas suci yang diakui oleh seluruh bangsa, baik 
mereka tergolong bangsa-bangsa yang telah maju ataupun belum. Apabila peradilan 
tidak terdapat dalam suatu masyarakat, maka masyarakat itu akan menjadi 
masyarakat yang kacau balau. 
Menyusun berbagai macam undang-undang tidaklah cukup untuk 
mewujudkan keselamatan hidup bermasyarakat, apabila di samping undang-undang 
itu tidak ada peradilan yang berwenang menjalankan undang-undang itu. 
Kekuasaan peradilan adalah suatu kekuasaan yang mempunyai undang-
undang dan aturan-aturan yang wajib dipatuhi oleh para hakim. Di antara dalil-dalil 
yang menunjukkan keharusan adanya lembaga peradilan, ialah firman Allah swt. 
dalam Q.S. An-Nisa/4: 65 sebagai berikut: 
                       
                
Terjemahnya: 
“Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga 
mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, 
Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap 
putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.”3  
 
Dan firman-Nya dalam Q.S. Al-Maidah/5: 49 sebagai berikut: 
                                                             
3 Departemen  Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan  Terjemahnya (Jakarta: PT. Syaamil 





                     
                           
                    
Terjemahnya:  
 
“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa 
yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. 
dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan 
kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka 
berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa 
sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka 
disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan 
manusia adalah orang-orang yang fasik.”4 
 
Apabila ditinjau dari segi akal, maka qadha itu suatu keharusan untuk 
melindungi kepentingan orang-orang yang teraniaya dan untuk menghilangkan 
sengketa-sengketa yang timbul dalam masyarakat. 
Sejarah menyaksikan betapa Peradilan Agama dalam proses perkembangannya 
mengalami pasang surut seiring dengan lahirnya peraturan perundang-undangan yang 
mengatur Peradilan Islam ini. Undang-Undang tentang Pokok-Pokok Kekuasaan 
Kehakiman Nomor 14 Tahun 1970 menandai pembaharuan Peradilan Agama meski 
belum bisa dikatakan sebagai lembaga yang independen, mandiri dan kokoh. 
                                                             




Pengadilan Agama sebelum berlakunya UU Nomor 4 Tahun 2004 berada di 
bawah naungan Departemen Agama. Dalam pasal 5 UU Nomor 7 Tahun 1989 
dijelaskan bahwa Pengadilan Agama dalam pembinaan teknis dilakukan oleh 
Mahkamah Agung, sementara untuk pembinaan organisasi, administrasi, dan 
keuangan pengadilan dilakukan oleh Menteri Agama. 
Sistem ini membuat kinerja peradilan agama tidak berjalan efektif dan terjadi 
pencampuradukan antara eksekutif dan yudikatif. Dengan berlakunya UU Nomor 4 
Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU Nomor 5 Tahun 2005 tentang 
Mahkamah Agung, maka dilakukan perubahan terhadap UU Nomor 7 Tahun 1989 
agar sesuai dengan tuntutan hukum yang ada. 
Berhubungan dengan hal tersebut, maka dalam beberapa pasal UU Nomor 3 
Tahun 2006 ditemukan adanya perubahan yang semula dilakukan oleh Menteri 
Agama diganti dengan Mahkamah Agung. 
Perkembangan Peradilan Agama di Indonesia, ada empat aspek penting yang 
berkaitan dengan perkembangan tersebut. Pertama, berkenaan dengan kedudukan 
peradilan dalam tatanan hukum dan peradilan nasional. Kedua, berkaitan dengan 
susunan badan peradilan, yang mencakup hierarki dan struktur organisasi pengadilan 
termasuk komponen sumber daya manusia di dalamnya. Ketiga, berkenaan dengan 
kewenangan pengadilan baik kewenangan mutlak (absolute competency) maupun 








 Adanya perubahan UU Nomor 7 Tahun 1989 seperti yang dicantumkan dalam 
pasal-pasal UU Nomor 3 Tahun 2006, mempertegas kembali dan mengukuhkan 
keberadaan dan kedudukan lingkungan peradilan agama sebagai salah satu 
kekuasaaan kehakiman yang memiliki otonomi penuh, berdiri sendiri, sejajar dan 
sederajat dengan lingkungan peradilan lainnya sehingga tidak ada lagi masyarakat 
yang masih meremehkan bahkan mendiskreditkan keberadaan lingkungan peradilan 
agama. 
 Pengukuhan kedudukan atau posisi pengadilan agama berkaitan dengan posisi 
hakim agama sebab hakim merupakan unsur utama dalam pengadilan. Oleh sebab itu, 
pencapaian pengakuan terhadap pengadilan agama terletak pada kemampuan hakim 
menempatkan posisinya dalam merumuskan keputusan yang mencerminkan keadilan. 
Sama halnya dengan posisi pengadilan agama pasca amandemen UU Nomor 7 Tahun 
1989, posisi hakim agama mendapat pengakuan sejajar dengan hakim di lingkungan 
peradilan lainnya sebagai pejabat yang juga melakukan tugas kekuasaan kehakiman 
dan mempunyai kemampuan yang sama dalam menangani perkara yang diajukan 
kepadanya.  
Oleh sebab itu, hakim sebagai salah satu penegak hukum sangat berperan 
dalam penegakan hukum.
6
 Hakim merupakan pelaku inti yang secara fungsional 
                                                             
5 Cik Hasan Bisri, Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia (Bandung: Remaja 




melaksanakan kekuasaan kehakiman. Dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman 
tersebut hakim harus memahami ruang lingkup tugas dan kewajibannya sebagaimana 
telah diatur dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Setelah 
memahami tugas dan kewajibannya, selanjutnya hakim harus berupaya secara 
profesional dalam menjalankan dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan 
kepadanya sesuai dengan kewenangannya. 
Kemandirian kekuasaan kehakiman atau kebebasan hakim merupakan asas 
yang sifatnya universal, yang terdapat dimana saja dan kapan saja. Asas ini berarti 
bahwa, dalam melaksanakan peradilan, hakim itu pada dasarnya bebas, yaitu bebas 
dari campur tangan atau turun tangan kekuasaan ekstra yudisial. 
Implikasi kemandirian hakim agama dalam penegakan hukum dimuka 
persidangan bersifat positif karena para hakim yang bersifat mandiri, maka proses 
penegakan hukumnya objektif, tidak membeda-bedakan kedudukan para pihak yang 
berperkara serta hakim akan dapat berfungsi sebagai penegak hukum yang baik dalam 
menjalankan tugas dan wewenang yudisialnya. Dengan demikian, sepanjang proses 
peradilannya berjalan objektif dan hasil putusan hakim yang dijatuhkan dari kaca 
mata hukum akan bersifat objektif pula, terlepas dari puas atau tidak puasnya para 
pencari keadilan. 
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Adanya jaminan kemandirian hakim agama secara konstitusional, ternyata 
belum sepenuhnya dapat dinikmati, karena ternyata banyak faktor yang 
memengaruhinya, baik faktor internal maupun faktor eksternal. 
Dengan demikian perubahan UU Nomor 7 Tahun 1989 menuntut hakim 
agama untuk memainkan perannya serta memahami posisi dan kewenangannya 
sehingga tidak dengan mudah diintervensi oleh pihak manapun dalam memutuskan 
perkara mengingat hakim merupakan penentu hukum sehingga penegakan hukum 
dapat diwujudkan bagi masyarakat pencari keadilan. 
Selanjutnya pada tahun 2009 terjadi amandemen kedua terhadap UU 
Peradilan Agama melalui UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas 
UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Beberapa  poin penting dari 
adanya amandemen terhadap undang-undang peradilan agama tersebut adalah adanya 
peletakan dasar kebijakan bahwa segala urusan mengenai peradilan agama, 
pengawasan tertinggi baik menyangkut teknis yudisial maupun non yudisial yaitu 
urusan organisasi, administrasi dan finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah 
Agung. Sedangkan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, 
serta perilaku hakim, pengawasan eksternal dilakukan oleh Komisi Yudisial. 
Berdasarkan pada hal-hal tersebut dibutuhkan langkah konkrit dalam rangka 
melaksanakan dasar kebijakan tersebut. Tujuannya adalah agar pihak pengadilan 
agama dapat melaksanakan tugas yang diembannya secara teratur dan optimal, 
khususnya dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang 




peradilan yang terpadu, terlebih Peradilan Agama secara konstitusional merupakan 
badan peradilan di bawah Mahkamah Agung.  
Oleh karena itu, penulis mencoba menggali dan menelaah lebih dalam 
terhadap UU tersebut sehingga dapat memberikan sumbangsih bagi seluruh insan 
hukum, khususnya yang berkecimpung di dunia praktisi. 
B. Rumusan Masalah 
  Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka 
penulis mengemukakan permasalahan pokok, yakni “Bagaimana Paradigma Baru 
Peradilan Agama (Tinjauan Kritis UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan 
Kedua Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama) ?”  
 Untuk lebih memudahkan pemecahan permasalahan pokok, maka penulis 
menjabarkan sub-sub masalah sebagai berikut :   
1. Bagaimana posisi hakim agama dalam penegakan hukum di Indonesia pasca UU 
Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 7 Tahun 1989 
tentang Peradilan Agama ? 
2. Bagaimana eksistensi Peradilan Agama sebagai pelaku kekuasaan kehakiman ? 
3. Apakah faktor pendukung dan penghambat eksistensi Peradilan Agama sebagai 
pelaku kekuasaan kehakiman ?  
C. Hipotesis 
 Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat ditarik kesimpulan yang 




1. Posisi hakim agama dalam penegakan hukum di Indonesia pasca UU Nomor 50 
dapat dilihat dalam dasar kebijakan UU tersebut bahwa segala urusan mengenai 
Peradilan Agama, pengawasan tertinggi baik menyangkut teknis yudisial maupun 
non yudisial yaitu urusan organisasi, administrasi dan finansial barada di bawah 
kekuasaan Mahkamah Agung, sedangkan untuk menjaga dan menegakkan 
kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, pengawasan eksternal  
dilakukan oleh Komisi Yudisial.  
2.  Eksistensi Peradilan Agama sebagai pelaku kekuasaan kehakiman diatur dalam 
Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa lingkungan 
peradilan yang berfungsi melaksanakan “kekuasaan kehakiman” atau “Yudicial 
Power” dilakukan oleh Mahkamah Agung  (ayat 1) dan  Pengadilan dalam 
lingkungan; peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan 
peradilan militer (ayat 2). 
Peradilan agama merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan 
kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat 
pencari keadilan dalam perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam 
di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan 
ekonomi syariah. 
3. Faktor pendukung eksistensi peradilan agama berdasarkan perubahan UU Nomor 
7 Tahun 1989 menjadi UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009 




eksistensi Peradilan Agama mengalami penguatan karena kewenangan 
mengadilinya diperluas dan eksistensi institusinya kokoh sama dengan peradilan 
lain. Perluasan kewenangan ini akan membawa Peradilan Agama ke posisi yang 
lebih tinggi sebagai media untuk mempertahankan eksistensi kelembagaannya. 
Sedangkan yang menjadi faktor penghambat ialah masih minimnya fasilitas baik 
fisik maupun non fisik yaitu sumber daya manusia (SDM) yang tidak merata kualitas 
dan kuantitasnya di Peradilan Agama serta masih banyak hakim di Pengadilan 
Agama yang belum menguasai hukum perdata dan hukum acara perdata dengan baik. 
D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 
 Skripsi yang disusun ini berjudul “Paradigma Baru Peradilan Agama 
(Tinjauan Kritis Terhadap Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama).” 
Sebagai upaya untuk menghindari terjadinya penafsiran dalam memahami maksud 
yang terkandung dalam judul, maka penulis akan menjelaskan atau memberikan 
pengertian terhadap kata-kata dan kalimat yang dianggap sulit dipahami yaitu: 
Kata paradigma menurut kamus ilmiah populer berarti, contoh; tasrif; teladan; 




 Berasal dari kata qadha, istilah “peradilan” muncul. Qadha, bisa berarti 
“memutuskan, melaksanakan, dan menyelesaikan”.8 Kata Qadha sendiri dalam 
                                                             






wacana Islam mengandung arti musytarak. Salam Madkur  memberi tiga arti, yaitu; 
(1) al-Faragh, berarti putus atau selesai; (2) al-Adaa berarti menunaikan atau 
membayarkan dan (3) al-Hukmu artinya mencegah atau menghalang-halangi.
9
 Selain 
itu, secara bahasa al-qadha juga berarti; menyempurnakan, menunaikan, mewajibkan, 
perintah, dan memutus perselisihan.
10
 
Kemudian kata “qadha” tersebut digunakan dalam bahasa Indonesia, 
sebagaimana dikatakan bahwa, peradilan berasal dari suku kata adil, yang secara 
terminologis diartikan sebagai “segala sesuatu mengenai perkara pengadilan”.11 
Menurut Subekti dan Tjitrosoedibio, peradilan adalah segala sesuatu yang 
berhubungan dengan tugas Negara menegakkan hukum dan keadilan. Dari segi 
terminologi, peradilan merupakan terjemahan dari kata rechtsprack dalam bahasa 
Belanda dan judiciary dalam bahasa Inggris.   
 Sedangkan Mahadi, mendefinisikan peradilan sebagai “suatu proses yang 
berakhir dengan memberikan keadilan dalam suatu keputusan.”12  
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 Jaenal Aripin, Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia ( Cet. 1; 
Jakarta: Kencana, 2008), h. 251. 
 
9 Muhammad Salam Madkur, Peradilan dalam Islam s (Jakarta: Bina Ilmu, 1993), h. 19-20. 
 
10 Jaenal Aripin, op. cit., h. 251. 
 
11 W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia  (Cet. ke-7; Jakarta: PN Balai 
Pustaka, 1984),. h. 15. 
 
12 Cik Hasan Bisri, Peradilan Agama di Indonesia (Cet. ke-3; Jakarta: PT. Raja Grafindo 




 Jika kata peradilan disatukan dengan kata agama, maka pengertian Peradilan 
Agama adalah “kekuasaan Negara dalam memeriksa, mengadili, memutus dan 
menyelesaikan perkara-perkara tertentu antar orang-orang yang beragama Islam 
untuk menegakkan hukum dan keadilan.”13 
 Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pengertian judul secara operasional 
adalah suatu pandangan baru terhadap proses pemberian keadilan berdasarkan hukum 
agama Islam kepada orang-orang Islam yang dilakukan di Pengadilan Agama dan 
Pengadilan Tinggi Agama. 
E. Kajian Pustaka 
Masalah yang akan dikaji dalam skripsi ini yaitu “Paradigma Baru Peradilan 
Agama (Tinjauan Kritis Terhadap UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan 
Kedua Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama). Tampaknya secara 
literer, bahan-bahan referensi mengenai tema-tema sentral yang membahas tentang 
judul skripsi ini yang menurut bacaan penulis belumlah terjamah secara jelas. Kajian 
pustaka ini, dimaksudkan untuk menganalisis paradigma baru Peradilan Agama 
khususnya yang terdapat dalam konsep UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan 
kedua atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Agar pembahasan ini 
lebih terfokus pada pokok kajian penulisan maka penulis menggunakan beberapa 
literatur yang berkaitan dengan pembahasan yang dimaksud di antaranya sebagai 
berikut: 
                                                             




1. Drs. Cik Hasan Bisri, MS menjelaskan dalam bukunya, “Peradilan Agama di 
Indonesia”, bahwa pertumbuhan dan perkembangan peradilan agama di Indonesia 
berhubungan secara timbal balik dengan pranata hukum dan pranata sosial 
lainnya. Ia tumbuh dan berkembang sejalan dengan perkembangan politik, yang 
berbasis pada stuktur sosial dan pola budaya di dalam sistem masyarakat-bangsa 
Indonesia. Ia merupakan perwujudan alokasi nilai-nilai Islami dalam menata 
jalinan hubungan antar manusia untuk mewujudkan penegakan hukum dan 
keadilan. 
2. Jaenal Aripin menjelaskan dalam bukunya, “Peradilan Agama dalam Bingkai 
Reformasi Hukum di Indonesia”, bahwa kokohnya keberadaan (existence) 
Peradilan Agama lebih disebabkan karena dorongan sosial dan budaya (cultural). 
Dalam arti luas, secara kultural, Peradilan Agama merupakan sui generis bagi 
umat Islam Indonesia. Ia ada (exist) karena terkait dan/ atau dipengaruhi oleh 
kultur dan budaya masyarakat muslim Indonesia. Sepanjang masyarakat muslim 
Indonesia ada; patuh dan taat, serta tunduk menjalankan ajaran agamanya dalam 
kehidupan sehari-hari sepanjang itu pula peradilan agama akan tetap ada, 
meskipun seandainya pihak penguasa berusaha menghapuskan peradilan agama 
baik secara politis maupun hukum melalaui peraturan perundang-undangan, 
namun peradilan agama akan tetap ada. 
3. Prof. H. Mohammad Daud Ali, S.H menjelaskan dalam bukunya “Hukum Islam 
dan Peradilan Agama”, bahwa  peradilan agama merupakan lembaga tahkim 




oleh para ahli agama dan telah lama ada dalam masyarakat Indonesia yakni sejak 
agama Islam datang ke Indonesia. 
4. Abdul Halim dalam bukunya “Peradilan Agama dalam Politik Hukum di 
Indonesia” mengatakan bahwa, peradilan Islam atau peradilan agama adalah dua 
nama secara hakikatnya mempunyai keterkaitan bahwa sebagai kesinambungan 
sistem peradilan di Indonesia. Dalam landasan teologis-filosofis peradilan Islam 
dibentuk dan dikembangkan untuk memenuhi tuntutan penegakan hukum dan 
keadilan Allah dalam komunitas ummat. Secara yuridis, ia berkembang mengacu 
kepada konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara 
Indonesia. Secara historis Peradilan Agama merupakan salah satu mata rantai 
peradilan Islam yang berkesinambungan sejak masa Rasulullah saw. Secara 
sosiologis menunjukkan bahwa Peradilan Agama merupakan produk interaksi 
antara elite Islam dengan elite politik.  
  Berdasarkan perspektif pembentukan hukum, maka perumusan UU Peradilan 
Agama dapat dikategorikan responsif karena ia lahir dalam sikap yang 
akomodatif  yang demokratis. Sementara dalam perspektif materi hukum, politik 
hukum pemerintah bersifat otonom dan populistik, sebagaimana produk hukum 
ini mendekati pencerminan rasa keadilan dan relatif memenuhi harapan 
masyarakat. Dilihat dari segi fungsi hukum produk ini bersifat legitimatif 
terhadap Pengadilan Agama. 
5. Dr. H. Roihan A. Rasyid, S.H., M.A  menjelaskan dalam bukunya “Hukum Acara 




Negara Indonesia yang sah, yang bersifat peradilan khusus, yang berwenang 
dalam jenis perkara perdata Islam tertentu, bagi orang-orang Islam di Indonesia. 
Penjelasan dalam buku ini akan dijadikan bahan perbandingan dalam UU 
Peradilan Agama yang baru guna melihat perkembangan kewenangan Peradilan 
Agama.    
6. Prof. DR. Abdul Ghofur Anshori, S.H., M.H menjelaskan dalam bukunya 
“Peradilan Agama di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 
(Sejarah, Kedudukan, dan Kewenangan)” bahwa, Peradilan Agama adalah salah 
satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama 
Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang 
Nomor 3 Tahun 2006. Dalam hal ini dimaksudkan telah terjadi perluasan 
kewenangan peradilan agama bahwa tidak hanya perkara perdata saja yang 
menjadi kompetensi pengadilan agama tetapi juga perkara pidana yang 
berdasarkan syariat Islam.    
F.  Metodologi Penelitian 
 Untuk menemukan model alternatif sistem dan pengembangan yang ditelusuri 
dalam penelitian ini. Maka penulis akan memenuhi unsur-unsur pokok yang harus 
ditemukan sesuai dengan butir-butir rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian 
melalui tiga jenis metode penelitian yakni: 
1. Jenis Penelitian 
Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif 




dihasilkan bersifat objektif dan empiris karena data yang didapatkan lebih 
lengkap, lebih mendalam, kredibel, dan bermakna sehingga tujuan penelitian 
dapat dicapai. 
2. Jenis Pendekatan 
         Ada empat jenis pendekatan yang penulis gunakan untuk menyusun skripsi 
ini, yaitu:  
a. Pendekatan Syar’i, yaitu penulis dalam penulisannya berpedoman pada dalil-
dalil nash Al-Qur’an dan Hadis Nabi saw. yang telah dirumuskan oleh para 
ulama sebagai sumber pokok.           
b. Pendekatan Yuridis. 
Pendekatan ini dimaksudkan untuk mengetahui pemberlakuan suatu hukum 
karena adanya pengakuan undang-undang atau konstitusi negara atau daerah 
kekuasaan. Pengkajian skripsi ini mengacu pada konsistensinya dengan 
konstitusi dan peraturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.  
c. Pendekatan Historis. 
Pendekatan ini dimaksudkan untuk menggarap masa lalu yang bahannya atau 
tempat catatannya adalah dokumen dalam arti luas, termasuk kebiasaan-
kebiasaan dalam prosedur atau cara mengumpulkan, memilih, dan  
menafsirkan catatan masa lalu.
14
 
d. Pendekatan Sosiologis 
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Pendekatan sosiologis digunakan dengan pertimbangan bahwa suatu hukum 
dikatakan berlaku apabila nilai-nilai yang terdapat di dalamnya sejalan dengan 
apa yang dikehendaki masyarakat.
15
 
3.   Pengumpulan Data 
  a).  Sumber Data 
Sumber pengumpulan data dalam penelitian ini disesuaikan dengan fokus 
dan tujuan penelitian. Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam 
penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research) yaitu suatu metode 
penelitian yang digunakan dengan cara membaca buku-buku kepustakaan dan 
karya-karya yang berkaitan dengan judul yang dibahas. Sumber data diperoleh 
dari: 
a.  Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yakni: 
-UU Nomor 7 Tahun 1989 
-UU Nomor 3 Tahun 2006 
-UU Nomor 50 Tahun 2009 
b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan 
mengenai bahan hukum primer yang berupa pendapat pakar hukum, hasil 
penelitian, dan sebagainya. 
c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun 
penjelasaan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder 
berupa kamus dan ensiklopedia. 
                                                             




     b). Teknik Pengumpulan Data 
Sesuai dengan fokus penelitian, maka yang dijadikan sampel teknik   
pengumpulan data yakni seperti berikut: 
1. Untuk mendapatkan data tentang paradigma baru Peradilan Agama adalah 
dengan studi dokumentasi dan membaca berbagai buku yang berkaitan 
dengan Peradila Agama, khususnya buku yang terkait dengan amandemen 
Undang-Undang Peradilan Agama (UU Nomor 50 Tahun 2009).  
2 Untuk mendapatkan data tentang eksistensi Peradilan Agama, penulis 
membaca berbagai buku yang berkaitan dengan Peradilan Agama dan 
mendownload melalui internet hal-hal yang berkaitan dengan Peradilan 
Agama. 
  Dalam pengumpulan data ini penulis menggunakan kutipan, yakni : 
1. Kutipan langsung, yaitu mengutip isi atau sumber data secara langsung dari 
buku- buku rujukan tanpa merubah redaksi dari sumber aslinya. 
2. Kutipan tidak langsung, yaitu isi atau sumber data dengan mengadakan 
perubahan atau hanya mengambil isi dari satu tulisan, di antaranya kutipan 
tidak langsung adalah: 
a. Ikhtisar, yaitu catatan yang menurut data secara garis besar saja. Tentang 
isi dan pokok-pokok karangan dengan tidak mengambil maksud aslinya. 
b.Ulasan, yaitu suatu bentuk catatan yang berisi tentang tanggapan dan 





4. .  Pengolahan dan Analisis data 
       1.   Pengolahan data 
Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengolahan data dengan cara 
mengedit berbagai macam data yang telah tertulis, dan memberikan kode 
terhadap data yang perlu dipertimbangkan, hingga penulis dapat menemukan 
apakah data yang telah terkumpul masih layak untuk dipakai atau tidak.  
        2.   Analisis data 
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah analisis 
data kualitatif. Hal ini disebabkan karena sasaran atau objek kajian dari 
penelitin ini merupakan buku-buku yang bersifat konsepsional yang erat 
kaitannya dengan peraturan perundang-undangan.  
Analisis data yang digunakan adalah : 
a. Analisis data secara induksi, yaitu penalaran ilmiah secara spesifikasi  
dengan terlebih dahulu melakukan analisis generalisasi dari pokok 
masalah. 
b. Analisis data secara deduksi, yaitu proses penalaran dengan melakukan 
analisis terhadap hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang lebih spesifik 
(khusus). 
c. Analisis data secara komparatif, yaitu cara yang digunakan untuk 
menelusuri kesamaan-kesamaan, perbedaan-perbedaan serta implikasi 





G.  Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian yang disusun oleh penulis sebagai berikut: 
a. Untuk mengetahui dan memahami posisi hakim agama dalam penegakan 
hukum di Indonesia pasca UU Nomor 50 Tahun 2009. 
b. Untuk mengetahui dan memahami eksistensi Peradilan Agama sebagai 
pelaku kekuasaan kahakiman. 
c. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat eksistensi Peradilan 
Agama sebagai pelaku kekuasaan kehakiman. 
2. Kegunaan Penelitian 
Adapun kegunaan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: 
a. Diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi kalangan akademis dan   
penegak hukum dalam menambah khasanah pemikiran. 
b. Diharapkan mampu memberi konstribusi positif terhadap pengembangan  
ilmu tentang Peradilan Agama.  
c. Diharapkan agar berguna untuk mengembangkan profesi dibidang 
















SEJARAH PERADILAN AGAMA DI INDONESIA 
 
A. Peradilan Agama pada Era Orde Baru (1996-1998). 
 Suatu niatan Orde Baru yang utama dan patut kita dukung bersama adalah 
keinginan untuk melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen, sehingga 
pada waktu itu hukum harus menempati tempat yang tertinggi dalam 
penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara (supremasi hukum). 
 Dalam Bab IX Pasal 24 dan 25 UUD Negara Republik Indonesia tahun 
1945 dapat disimpulkan bahwa pelaksana kekuasaan kehakiman adalah sebuah 
Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang ini 
(UU 1945 Pra Amandemen). 
 Pada masa Orde Baru kekuasaan dari lembaga peradilan (yudikatif) 
mengalami perkembangan yang signifikan yaitu diundangkannya UU Nomor 14 
Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman dilaksanakan oleh 
empat lingkungan peradilan yang ada yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, 
Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang semuanya berada di 
bawah Mahkamah Agung. 
 UU Nomor 14 Tahun 1970 merupakan produk hukum yang di dalamnya 
memuat bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dan 
bebas dari campur tangan kekuasaan lain. Hal ini sejalan dengan pasal 24 UUD 
1945. Ketentuan bahwa Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang 





Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah 
kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna 
menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya 
Negara Hukum Republik Indonesia. 
 Kemudian mengenai penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman diatur 
dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1970 yang menyatakan bahwa 
Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman tercantum dalam Pasal 1 diserahkan 
kepada badan-badan peradilan dan ditetapkan dengan UU, dengan tugas pokok 
untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara 
yang diajukan kepadanya. 
 Dengan demikian Mahkamah Agung dalam hal ini berperan sebagai 
pengawas tertinggi atas perbuatan hakim dari semua lingkungan peradilan. Sejak 
tahun 1970 tersebut Mahkamah Agung mempunyai organisasi, administrasi dan 
keuangan sendiri. Mahkamah Agung menjalankan tugasnya dengan melakukan 




1. Fungsi Peradilan  
Mengingat negara kita menganut sistem kontinental yang mengenal lembaga 
kasasi, maka Mahkamah Agung sebagai lembaga pengadilan tertinggi 
merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam 
penerapan hukum dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di 
seluruh wilayah negara ditetapkan secara tepat dan adil. Kasasi dalam hal ini 
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diartikan sebagai kewenangan Mahkamah Agung untuk membatalakan semua 
putusan-putusan dari pengadilan bawahan yang dianggap mengandung 
kesalahan dalam penerapan hukum. 
  Dalam proses kasasi ini Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan 
dan penetapan dari pengadilan yang lebih rendah dengan alasan: 
1. Lalai memenuhi persyaratan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-
undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya perbuatan yang 
bersangkutan. 
2. Karena melampaui batas wewenangnya. 
3. Karena salah menerapkan atau karena melanggar peraturan-peraturan hukum 
yang berlaku (diatur dalam pasal 51 UU nomor 13 tahun 1965). 
Kewenangan lain dari Mahkamah Agung dalam menjalankan fungsi 
peradilan adalah melakukan uji materiil peraturan perundang-undangan di 
bawah undang-undang terhadap undang-undang. Uji materiil ini lebih dikenal 
dengan istilah judicial review. Sedangkan uji materiil UU terhadap UUD 
menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi.
2
  
  Mengenai uji materiil peraturan perundang-undangan di bawah UU 
terhadap undang-undang ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 26 UU 
Nomor 14 Tahun 1970, yaitu: 
(1) Mahkamah Agung berwenang menyatakan tidak sahnya peraturan 
perundang-undangan dari tingkat yang lebih rendah dari UU atas alasan 
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 
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(2) Putusan tentang pernyataan tidak sahnya peraturan perundang-undangan 
tersebut dapat diambil berhubung dalam pemeriksaan dalam tingkat 
kasasi. Pencabutan dari peraturan perundang-undangan yang dinyatakan 
tidak sah tersebut dilakukan oleh instansi yang bersangkutan.
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2. Fungsi Pengawasan 
Fungsi pengawasan ini diberikan oleh UU Nomor 14 Tahun 1970 yaitu 
dalam Bab II Pasal 10 ayat (4) yang berbunyi “Mahkamah Agung melakukan 
pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan yang lain, menurut ketentuan 
yang ditetapkan dengan undang-undang.”4 
3. Fungsi Pengaturan 
  Fungsi pengaturan ini bagi Mahkamah Agung adalah bersifat sementara 
yang artinya bahwa selamaundang-undang tidak mengaturnya Mahkamah 
Agung dapat „mengisi‟ kekosongan tersebut sampai pada suatu saat undang-
undang mengaturnya. Pasal 13 UU Nomor 1 Tahun 1950 memberikan 
kesempatan bagi Mahkamah Agung untuk membuat peraturan secara sendiri 
apabila dianggap perlu untuk melengkapi undang-undang yang sudah ada. 
4. Fungsi Memberi Nasihat 
  Mahkamah Agung dalam ketentuan UUD 1945 mempunyai fungsi untuk 
memberikan nasihat (advice) kepada Presiden atau Pemerintah dalam 
pembuatan kebijakan di bidang hukum. Seperti pada saat Presiden hendak 
memberikan grasi dan rehabilitasi kepada para narapidana. 
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5. Fungsi Administrasi 
 Dalam UU Nomor 14 Tahun 1970 Pasal 11 berbunyi sebagai berikut : 
(1) Badan-badan yang melakukan peradilan tersebut (Pasal 10 ayat (1)) secara 
organisatoris, administratif dan finansial ada di bawah kekuasaan masing-
masing departemen yang bersangkutan. 
(2) Mahkamah Agung mempunyai organisasi administrasi dan keuangan 
tersendiri. 
 Satu-satunya lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman 
sebelum berlangsungnya amandemen terhadap UUD 1945 adalah Mahkamah 
Agung. Mahkamah Agung diatur melalui UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang 
Mahkamah Agung. 
 Mahkamah Agung sebagai puncak dari empat lingkungan peradilan yang 
ada di Indonesia adalah suatu badan yang menangani perkara-perkara kasasi, yaitu 
terkait dengan perkara yang dianggap salah dalam penerapan hukumnya. 
 Pengadilan agama sebagai salah satu lingkungan peradilan yang ada di 
Mahkamah Agung, secara yuridis juga diatur dengan UU tersendiri, yaitu UU 
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. UU tentang peradilan agama ini 
memberikan kewenangan (kompetensi) absolut pada pengadilan agama dalam hal 
menerima, memeriksa dan memutus sengketa yang berkaitan erat dengan hukum 
keluarga (family law), seperti masalah perkawinan, kewarisan, dan wakaf yang 
dilaksanakan berdasarkan hukum Islam.
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 Berlakunya UU Nomor 7 Tahun 1989 menunjukkan posisi Peradilan 
Agama semakin kuat, dan dasar penyelenggaraannya mengacu kepada peraturan 
perundang-undangan yang unifikatif. Selain itu, dengan perumusan KHI yang 
meliputi bidang perkawinan kewarisan, dan perwakafan, maka salah satu masalah 
yang dihadapi oleh lingkungan pengadilan agama, yaitu keanekaragaman rujukan 
dan ketentuan hukum dapat diatasi. Berkenaan dengan hal itu, maka dalam uraian 
berikutnya dikemukakan tentang UU Nomor 7 Tahun 1989 serta Instruksi 
Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.  
 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi 
Hukum Islam berhubungan dengan kemajemukan hukum dalam sistem hukum 
nasional. KHI berhubungan dengan pengadilan dalam lingkungan Peradilan 
Agama yang mengalami perubahan penting berkenaan dengan berlakunya UU 
Nomor 7 Tahun 1989. Secara singkat KHI dirumuskan dan disebarluaskan untuk 
memenuhi kebutuhan hukum substansial bagi orang-orang yang beragama Islam.  
 Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, KHI disusun atas prakarsa penguasa 
Negara, yaitu Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama melalui produk (Surat 
Keputusan Bersama), dan mendapat pengakuan ulama dari berbagai kalangan. 
Atau, secara resmi KHI merupakan hasil konsensus (ijma) ulama melalui media 
lokakarya yang kemudian mendapat legalitas dari kekuasaan negara.
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 Mengenai isi dan pembagian Bab-Bab dalam UU Nomor 7 Tahun 1989 
tentang peradilan agama, Daud Ali menyatakan dalam majalah Mimbar Hukum 
No.1/ 1 Tahun 1989, bahwa: 
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1. Undang-undang ini menjadikan Peradilan Agama sebagai aparat 
kekuasaan kehakiman yang sesungguhnya menurut UUD 1945. 
2. Ada beberapa lembaga hukum yang kini menjadi aset bagi hukum secara 
perdata nasional, yaitu lembaga lain dan gagasan bahwa sengketa keluarga 
bukan sengketa, berakhir dengan menang dan kalah. 
3. Soal pilihan hukum dirumuskan sedemikian rupa sehingga tidak akan 
melestarikan akibat-akibat rekayasa ilmiah hukum kolonialisme dalam 
soal kontroversi antara hukum Islam dengan hukum adat. 
4. Syarat beragama Islam bagi hakim, panitera, sekretaris, dan juru sita, 
bukan merupakan diskriminasi, tetapi kualifikasi. 
Dalam kaitannya dengan pembinaan terhadap lembaga peradilan termasuk 
di dalamnya peradilan agama, berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 1970 pembinaan 
secara teknis justisial berada di bawah Mahkamah Agung (MA), sedangkan secara 
administratif , organisatoris, dan finansial dilakukan oleh Departemen Kehakiman 
dan khusus untuk pengadilan agama dilakukan oleh Departemen Agama.
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B. Peradilan Agama pada Era Reformasi  
Di era orde baru pada awalnya menunjukkan adanya progress yang luar 
biasa dalam hal pembangunan sistem hukum di Indonesia, khususnya berkaitan 
dengan lingkup kekuasaan kehakiman. UU Nomor 19 Tahun 1964 yang dirasa 
tidak sesuai dengan prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka (not suitable with 
independency of judiciary principle) perlu segera diganti agar dalam hal 
penegakan hukum benar-benar bebas dari campur tangan kekuasaan lain. 
                                                             





Untuk itu diundangkanlah UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-
Pokok Kekuasaan Kehakiman.  UU ini merupakan UU organik karena ditujukan 
untuk melaksanakan ketentuan Bab IX Pasal 24 dan 25 UUD 1945. Juga 
merupakan payung hukum bagi UU Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan 
Umum, UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan baru 
pada tahun 1989 diundangkanlah UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 
Agama. 
Secara hukum, khususnya berkaitan dengan peraturan perundang-
undangan tampak bahwa kekuasaan kehakiman telah diakui sebagai kekuasaan 
yang merdeka dalam rangka penegakan hukum di Negara kesatuan Republik 
Indonesia. Sehingga secara yuridis tidak boleh ada intervensi dari kekuasaan lain. 
Bahkan perkembangan yang luar biasa juga dialami oleh peradilan agama, yaitu 
berkaitan dengan tidak diperlukannya lagi fiat eksekusi dari peradilan umum  
untuk melaksanakan putusan yang dihasilkannya. 
Sejarah membuktikan bahwa ternyata dalam praktiknya muncul 
kesenjangan antara das sollen dan das sein (law in book and law in action gap), 
sehingga kekuasaan kehakiman mendapatkan banyak intervensi dari kekuasaan 
lain dalam rangka menjalankan tugas dan kewenangannya. Hal tersebut 
diperparah dengan merebaknya praktik mafia peradilan (judicial corruption), 
yang ternyata juga dilakukan oleh para aparat penegak hukum itu sendiri. 
Praktik-praktik yang demikian itulah yang menyebabkan terjadinya 





seruan untuk menegakkan supremasi hukum menjadi goal utama. Praktik korupsi, 
kolusi, dan nepotisme (KKN) perlu segera dikikis habis. 
Menyikapi hal tersebut pada tahun 1999 diundangkanlah UU Nomor 35 
Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang kemudian telah 




Latar belakang diundangkannya UU Nomor 4 Tahun 2004 ini adalah 
adanya perubahan UUD Negara tahun 1945 yang telah membawa perubahan 
penting terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sehingga UU Nomor 14 
Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana yang telah 




Pasal 1 UU ini menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah 
kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna 
menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya 
Negara Hukum Indonesia. 
Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 1 dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di 
bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, 
lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh 
sebuah Mahkamah Konstitusi.     
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Berkaitan dengan pemegang kekuasaan kehakiman ini terdapat dua buah 
lembaga negara, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Hal ini juga 
secara tegas diamanatkan oleh UUD 1945 hasil amandemen. Terhadap Mahkamah 
Konstitusi secara khusus diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang 
Mahkamah Konstitusi. 
Adanya UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, maka 
perlu perubahan terhadap UU yang ada. Saat ini untuk masing-masing lingkungan 
peradilan telah memiliki UU tersendiri yang merubah UU sebelumnya.  
Berdasarkan pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan di 
bidang kekuasaan kehakiman, melalui umbrella actnya yaitu UU Nomor 4 Tahun 
2004 dimungkinkan adanya pengadilan khusus di bawah empat lingkungan 
peradilan yang ada. 
1. Dalam lingkungan peradilan umum dibentuk badan-badan peradilan lain 
yang sifatnya khusus, yaitu: 
a. Pengadilan anak yang dibentuk dengan UU Nomor 3 Tahun 1997 
tentang Pengadilan Anak. 
b. Pengadilan niaga yang dibentuk dengan peraturan pemerintah 
pengganti UU Nomor 1 Tahun 1998 tentang Kepailitan, yang 
kemudian ditetapkan menjadi UU Nomor 4 Tahun 1998 tentang 
penetapan pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 1998 tentang 
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). 
c. Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) yang dibentuk dengan UU 





d. Pengadilan tindak pidana korupsi yang dibentuk dengan UU Nomor 30 
Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
e. Pengadilan perselisihan industrial yang dibentuk berdasarkan UU 
Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Industrial. 
f. Mahkamah Syariah yang dibentuk berdasarkan ketentuan UU Nomor 
18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi provinsi Nanggroe Aceh 
Darussalam dan UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan 
Kehakiman. Mahkamah syariah juga merupakan kekhususan dari 
peradilan agama sepanjang mengenai perkara-perkara yang menjadi 
kewenangan dari peradilan agama. 
2. Pada Peradilan Tata Usaha Negara dikembangkan dan diperkenalkan 
adanya satu badan yaitu pangadilan pajak yang diatur dalam UU Nomor 
14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, yang merupakan transformasi 
dari Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP). Putusan pengadilan 
pajak merupakan putusan tingkat pertama dan tingkat terakhir yang tidak 
dapat dilakukan upaya hukum banding. Namun dalam hal terdapat pihak 
yang keberatan terhadap putusan pengadilan pajak, dapat mengajukan 
permohonan peninjauan kembali sesuai dengan tata cara yang diatur dalam 
peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2002. 
3. Dalam lingkup peradilan agama, sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (2) 
UU Nomor 4 Tahun 2004, tentang kekuasaan kehakiman dan UU Nomor 
18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Nanggroe Aceh Darussalam, 





kewenangan  Peradilan Agama. Di samping itu juga dimungkinkan untuk 
pembentukan Peradilan Niaga Syariah. 
Poin penting dalam hal reformasi kekuasaan kahakiman adalah 
introdusirnya sistem peradilan satu atap (one roof system), sehingga pembinaan 
secara teknis yudisial, administratif, organisatoris, dan finansial berada di bawah 
Mahkamah Agung. Terhadap Mahkamah Konstitusi untuk pembinaan menjadi 
kewenangan internal lembaga Mahkamah Konstitusi. 
Dengan demikian secara tegas dapat disimpulkan bahwa terjadi 
peningkatan independensi kekuasaan kehakiman sejalan dengan tuntutan 
reformasi dibidang kekuasaan kehakiman yang menghendaki kekuasaan 
kehakiman benar-benar merdeka bebas dari campur tangan kekuasaan lain. 
Konfigurasi politik yang semula menganut pembagian kekuasaan sudah 
mulai bergeser ke arah pemisahan kekuasaan (separation of power) yang 
menerapkan sistem check and balances antara satu lembaga negara dengan 
lembaga negara yang lain. 
Perlu ditambahkan bahwa, dalam ketentuan Pasal 24 UUD 1945 pasca 
amandemen, selain Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi terdapat Komisi 
Yudisial yang salah satu fungsinya adalah menjadi tim seleksi pada saat seleksi 
(recruitment) Hakim Agung. Di samping itu juga berwenang melakukan 
pengawasan terhadap hakim agung untuk menegakkan martabat hakim. 
 Namun, kewenangan di bidang pengawasan ini dihapus dengan adanya 
putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga fungsi pengawasan yang dimilikinya 





Dengan demikian di era reformasi, khususnya setelah berlangsungnya 
proses amandemen terhadap UUD 1945 terdapat dua buah lembaga yang 
memegang kekuasaan kehakiman (judicial power), yaitu Mahkamah Agung dan 
Mahkamah Konstitusi. 
Mahkamah Agung memiliki empat lingkungan peradilan yaitu peradilan 
umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Di 
samping itu juga terdapat Komisi Yudisial yang berperan dalam seleksi calon 
hakim agung. 
Berdasarkan pada fakta-fakta di atas, nampak bahwa sejarah lembaga 
pengadilan di Indonesia sudah berlangsung sejak zaman kolonialis Belanda. 
Terkait dengan peradilan agama mengalami pasang surut, terutama menyangkut 
kewenangannya untuk menerima, memeriksa, menyelesaikan sengketa-sengketa 
yang dialami oleh umat Islam. Hal tersebut disebabkan oleh munculnya berbagai 
kebijakan yang didasarkan pada teori-teori yang berkaitan dengan berlakunya 
hukum Islam terhadap kehidupan masyarakat muslim. 
Saat ini mengenai berlakunya hukum Islam terhadap umat Islam dalam 
negara kesatuan Republik Indonesia sudah tidak menjadi perdebatan lagi. Secara 
tegas dapat dikatakan bahwa dasar berlakunya hukum Islam terhadap umat Islam 
adalah melalui peraturan perundang-undangan dari tingkat tertinggi  berupa UUD 
1945, UU dan sampai dengan peraturan di tingkat teknis, seperti peraturan  




                                                             





C. Sistem Peradilan Satu Atap 
Isu seputar independensi kekuasaan kehakiman memang menggema pada 
saat bergulirnya tuntutan reformasi di segala kehidupan berbangsa dan bernegara, 
termasuk bidang hukum. Kekuasaan kehakiman dianggap dikebiri oleh kekuasaan 
eksekutif yang salah satu contohnya nampak bahwa pembinaan secara 
organisatoris, administratif, dan finansial berada ditangan eksekutif. Mahkamah 
Agung hanya melakukan pembinaan terhadap empat lingkungan peradilan secara 
teknis justicial. Bagaimana pun juga hal ini dapat mengurangi kebebasan 
kekuasaan kehakiman sebagai penegak hukum dan keadilan. 
Oleh karena itu muncul tuntutan dari banyak pihak agar kekuasaan 
kehakiman harus bersifat independen, salah satunya adalah dalam hal mekanisme 
pembinaannya. UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan 
Kehakiman merupakan UU yang menganut sistem dua atap (double roof system) 
dalam hal ini. Artinya terkait dengan pembinaan terhadap lembaga peradilan ada 
dua badan yang bertindak selaku pembina, yaitu Mahkamah Agung yang 
melakukan pembinaan terhadap lembaga peradilan di empat lingkungan peradilan 
secara teknis justicial dan Departemen Kehakiman yang melakukan pembinaan 
secara administratif, organisatoris, dan finansial, serta Departemen Agama yang 
melakukan pembinaan admnistratif, organisatoris, dan finansial. 
Ide dasar penerapan sistem peradilan satu atap di Indonesia dalam upaya 
penyelenggaraan kekuasaan lembaga peradilan yang merdeka untuk menegakkan 





Negara antara eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Ketiga kekuasaan Negara ini 
berada dalam fungsi dan tugas yang berbeda-beda.
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Masuknya pihak eksekutif dalam kekuasaan kehakiman disinyalir sebagai 
salah satu sebab mengapa kekuasaan kehakiman di negeri ini tidak independen 
sebagaimana mestinya. 
Seiring dengan tuntutan reformasi dalam hal kekuasaan kehakiman ini 
ditataran peraturan perundang-undangan mengalami perubahan, yaitu dengan 
diundangkannya UU Nomor 35 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan 
Kehakiman. Dalam UU yang baru ini sistem yang dipakai adalah sistem satu atap 
(one roof system). Artinya pembinaan terhadap empat lingkungan lembaga 
peradilan yang ada secara teknis yustisial, administratif, organisatoris, dan 
finansial berada ditangan Mahkamah Agung. 
Dengan diundangkannya UU Nomor 35 Tahun 1999 tidak serta merta 
langsung memindahkan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung. Secara resmi, 
baru mulai rabu, tanggal 30 Juni, Peradilan Agama yang selama ini di bawah 
Departemen Agama dialihkan ke Mahkamah Agung. Jajaran yang dialihkan, 
mulai dari Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, Peradilan Agama se-
Indonesia, Mahakamah Syariah, dan Mahkamah Syariah Nanggroe Aceh 
Darussalam dialihkan ke MA.
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Sementara itu menurut Jimly Asshiddiqie bahwa dalam upaya 
mengembangkan sistem kekuasaan kehakiman yang utuh di bawah Mahkamah 
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Agung, kedudukan pengadilan agama untuk sementara waktu tetap dibiarkan 
dibina di bawah organisasi pemerintah yaitu Departemen Agama. Namun, pada 
saatnya nanti administrasi pembinaan peradilan agama tidak mungkin terus 
menerus dipisahkan dari lingkungan kekuasaan kehakiman pada umumnya. Jika 
pembinaannya terus-menerus disendirikan, besar kemungkinan perkembangannya 
akan mengalami hambatan. Karena itu, memang perlu dilakukan langkah-langkah 
konkrit, terencana dan sistimatis sehingga pada saat nanti administrasi pembinaan 
peradilan agama juga diintegrasikan ke dalam sistem pembinaan oleh Mahkamah 
Agung. 
Kebijakan atap tunggal atau one roof system adalah persoalan 
independensi kekuasaan kehakiman (yudikatif). Berangkat dari ajaran pemisahan 
kekuasaan Montesquieu bahwa setiap percampuran antara legislatif, eksekutif, 
dan yudikatif (semua atau dua di antara tiga), niscaya akan melahirkan kekuasaan 
yang sewenang-wenang.
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Adanya amandemen UUD 1945 yang menyebutkan bahwa pemegang 
kekuasaan kehakiman terdapat Mahkamah Konstitusi selain Mahkamah Agung, 
maka UU Nomor 35 Tahun 1999 mengalami perubahan untuk disesuaikan dengan 
UUD 1945 menjadi UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. 
UU ini juga menganut sistem satu atap (one roof system), sehinga tetaplah 
Mahkamah Agung yang berwenang melakukan pembinaan secara teknis justisial, 
administratif, organisasi dan finansial terhadap empat lingkungan peradilan yang 





Sistem peradilan satu atap adalah suatu kebijakan yang potensial 
menimbulkan implikasi, baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan. 
Implikasi yang perlu diatasi dengan adanya sistem ini antara lain adalah: 
1. Ditinjau dari ajaran Trias Politica, dengan satu atap, pemisahan kekuasaan 
legislatif dan eksekutif menjadi lebih murni. Dengan demikian hubungan 
check and balances menjadi terbatas pada pengangkatan hakim agung. 
2. Satu atap juga dapat menimbulkan konsekuensi cakupan 
pertanggungjawaban kekuasaan kehakiman, selain ia harus bertanggung 
jawab secara teknis yustisial juga secara administratif. Padahal kita ketahui 
bahwa terdapat tumpukan perkara di MA yang jumlahnya ribuan, belum 
lagi beban administratif sebagai akibat langsung dari penyatuan atap 
tersebut. 
3. Ada semacam kekhawatiran sistem satu atap justru akan melahirkan 
kesewenang-wenangan pengadilan atau hakim (tirani pengadilan), karena 
dengan satu atap tidak ada lagi lembaga lain yang mengawasi perilaku 
hakim. Hal ini juga sesuai dengan pendapat Montesquieu yaitu bahwa 
kekuasaan tanpa pengawasan pasti sewenang-wenang. 
4. Dalam praktiknya pengawasan terhadap hakim yang nakal menjadi sulit 
karena urusan gaji dan administrasi berada di Departemen Kehakiman. 
Dengan penyatuan atap diharapkan pengawasan akan lebih mudah dan 






5. Satu atap akan mempersingkat berbagai urusan dan memudahkan 
komunikasi. Tata peradilan dapat berjalan lebih efisien dan terpusat karena 
tidak ada dua tempat yang mengurus hakim. Upaya meningkatkan 
anggaran dan berbagai fasilitas juga akan lebih mudah.          
   Sementara terhadap Mahkamah Konstitusi segala hal yang terkait 
dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya menjadi wewenang secara internal. 
Adapun mengenai Mahkamah Konstitusi ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 
24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. 
Selain Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, terdapat lembaga 
Negara lain yang berhubungan dengan kekuasaan kehakiman yaitu Komisi 
Yudisial, yang mempunyai tugas dan kewenangan antara lain melakukan seleksi 
calon hakim agung dan menjadi pengawas terhadap kinerja hakim secara 
keseluruhan. Akan tetapi pasal-pasal mengenai pengawasan yang ada di undang-
undang Komisi Yudisial telah dihapus melalui putusan perkara judicial review 
yang diajukan oleh Mahkamah Agung kepada Mahkamah Konstitusi. 
Latar belakang dibentuknya Komisi Yudisial dalam stuktur kekuasaan 
kehakiman di Indonesia paling tidak terdapat lima hal yaitu:
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1. Komisi Yudisial dibentuk agar dapat melakukan monitoring yang intensif 
terhadap kekuasaan kehakiman dengan melibatkan unsur-unsur masyarakat 
dalam spektrum yang seluas-luasnya dan bukan hanya monitoring internal 
saja. 
                                                             





2. Komisi Yudisial menjadi perantara (mediator) atau penghubung antara 
kekuasaan pemerintah (executif power) dan kekuasaan kehakiman (judicial 
power) yang tujuan utamanya adalah untuk menjamin kemandirian kekuasaan 
kehakiman dari pengaruh kekuasaan apapun juga khususnya kekuasaan 
pemerintah. 
3. Dengan adanya Komisi Yudisial, tingkat efisiensi dan efektivitas kekuasaan 
kehakiman (judicial power) akan semakin tinggi dalam banyak hal, baik yang 
menyangkut rekruitmen maupun monitoring hakim agung maupun 
pengelolaan keuangan kekuasaan kehakiman. 
4. Terjadinya konsistensi putusan lembaga peradilan, karena setiap putusan 
memperoleh penilaian dan pengawasan yang ketat dari sebuah lembaga 
khusus (Komisi Yudisial).  
5. Dengan adanya Komisi Yudisial, kemandirian kekuasaan kehakiman (judicial 
power) dapat terus terjaga, karena politisasi terhadap perekrutan hakim agung 
dapat diminimalisasi dengan adanya komisi yudisial yang bukan merupakan 
lembaga politik, sehingga diasumsikan tidak memiliki kepentingan politik. 
Dengan demikian sistem peradilan yang ada di negara kita telah memadahi, 
sehingga yang terpenting untuk saat ini adalah membangun moral dari aparat 
penegak hukum itu sendiri. Termasuk di dalamnya dapat ditempuh melalui 
jalur pendidikan hukum yang menekankan pada aspek pengetahuan 
(knowledge), keahlian (skill), dan nilai (values). Sehingga para calon penegak 
hukum yang dihasilkan nantinya selain memiliki keahlian di bidang hukum 





 Termasuk dalam hal ini Peradilan Agama yang juga telah memiliki 
kompetensi selain di bidang hukum keluarga juga hukum perdata lain dalam 
hal ini yang berkaitan dengan ekonomi syariah. Sehingga dengan sistem satu 
atap ini, maka diperlukan SDM hakim pengadilan agama yang benar-benar 
menguasai bidang ekonomi syariah.        
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BAB III 
KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN PERADILAN AGAMA PASCA UU 
NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 7 
TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA 
 
A. Tinjauan Terhadap UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 
Peradilan Agama sebagai quasi peradilan perlu segera diakhiri. Mengingat ia 
adalah lembaga peradilan yang harus memiliki independensi dalam hal menerima, 
memeriksa, dan memutus suatu perkara. Termasuk dalam hal pelaksanaan terhadap 
putusan yang telah dikeluarkannya.
1
 
Pembenahan terhadap peradilan agama yang masih mendapatkan pengaruh 
dari zaman kolonial telah dilaksanakan oleh bangsa Indonesia secara berangsur-
angsur. 
Pada tahun 1951, dengan UU Darurat Nomor 1 Tahun 1951, LN 1951-9, yang 
kemudian dikuatkan menjadi UU dengan UU Nomor 1 Tahun 1951, LN 1961-3, 
Peradilan Agama diakui eksistensi dan perannya. 
Pada tahun 1957, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957-99, 
yang merupakan pelaksanaan dari UU Nomor 1 Tahun 1951, didirikan/ dibentuk 
Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah di luar Jawa dan Madura. 
Pada tahun 1964, dengan UU Nomor 19 Tahun 1964, LN 1964-107, yang 
kemudian diganti dengan UU Nomor 14 Tahun 1970, LN 1970-74, Peradilan Agama 
diakui sebagai salah satu dari empat lingkungan peradilan negara yang sah. 
                                                             
1 Abdul Gafur Anshori, Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU Nomor 3 Tahun 2006 
(Sejarah, Kedudukan & Kewenangan) (Yogyakarta: UII Press, 2007),  h. 47. 
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Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1970 menentukan bahwa 
Kekuasaan Kehakiman dilaksanakan oleh 4 lingkungan peradilan yaitu: 
1. Peradilan Umum 
2. Peradilan Agama  
3. Peradilan Militer 
4. Peradilan Tata Usaha Negara 
Dalam proses pembahasan RUU tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman 
ini, masalah Peradilan Agama menjadi lingkungan sendiri yang melaksanakan 
sebagian kekuasaan kehakiman telah dibahas secara mendalam. Adanya UU peradilan 
khusus, yakni pengadilan agama, pengadilan militer dan pengadilan tata usaha 
negara, maka harus diambil kewenangan-kewenangan itu dari peradilan umum. Oleh 
sebab itu, dalam menentukan kewenangan peradilan agama harus ditentukan secara 
jelas sehingga tidak ada lagi kemungkinan yuridische gechil antara peradilan umum 
dan peradilan khusus dengan cara seperti UU pengadilan ekonomi.
2
   
Pada tahun 1974 terbit UU Nomor 1 Tahun 1974, LN 1974-1 yang 
dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, LN-1975-12, 
bahwa segala jenis perkara di bidang perkawinan bagi mereka yang beragama Islam 
dipercayakan kepada Peradilan Agama untuk menyelesaikannya. 
Pada tahun 1977 terbit Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, LN 
1977-38 yang memberikan kekuasaan kepada Peradilan Agama untuk menyelesaikan 
perkara di bidang Perwakafan Tanah Milik.  
                                                             




Pada tataran hukum materiil, secara jelas terdapat perkembangan yang cukup 
signifikan dalam rangka menggantikan sistem hukum kolonial menjadi hukum 
nasional. Sebagai contoh dapat dilihat bahwa dengan diundangkannya UU Nomor 1 
Tahun 1974, maka sepanjang mengenai perkawinan yang terdapat dalam buku I Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata tentang orang (van personen recht) dinyatakan tidak 
berlaku. Dengan demikian dalam hukum perkawinan ini telah terjadi suatu unifikasi 
hukum, sehingga setiap orang yang hendak melakukan perbuatan hukum di bidang 
perkawinan harus mengindahkan ketentuan yang ada dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 
tentang perkawinan.   
Kemudian berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok 
Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Agama telah mendapatkan pengakuan sebagai 
salah satu dari empat lingkungan peradilan. Dengan diundangkannya UU Nomor 7 
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka peradilan agama akan lebih mantap 
dalam menjalankan fungsinya, para pencari keadilan pun demikian, akan lebih mudah 
dan konkrit dalam berurusan dengan peradilan agama. 
Pada ketentuan pasal 2 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 
disebutkan bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan 
kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara 
perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini. 
Adapun mengenai kompetensi absolut dari peradilan agama dapat kita baca 
dalam ketentuan Pasal 49, yang secara lengkap adalah sebagai berikut:  
 (1) Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan 
menyelesaikan  perkara-perkara di tingkat pertama dan antara orang-orang yang 




b. kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam 
c. wakaf dan shadaqah. 
 (2)   Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a ialah 
hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan UU mengenai pekawinan yang 
berlaku. 
 (3)  Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah 
penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta 
peninggalan, penentuan bagian masing-masin ahli waris, dan melaksanakan 




 Khusus dalam hal sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain 
berdasarkan  ketentuan Pasal 50 UU Nomor 7 Tahun 1989 harus diputus lebih dahulu 
oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. 
Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, bahwa UU Nomor 7 Tahun 1989 
tantang Peradilan Agama masih memakai sistem dua atap. Hal ini dapat kita lihat 
dalam ketentuan Pasal 3 dan Pasal 5 tentang pembinaan yang menyatakan bahwa: 
Pasal 3 
(1) Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh:  
a. Pengadilan Agama  
b. Pengadilan Tinggi Agama.  
(2) Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama berpuncak pada   
Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara tertinggi.  
 
Pasal 5 
(1) Pembinaan teknis peradilan bagi Pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung. 
(2) Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan Pengadilan dilakukan oleh 
Menteri Agama. 
(3) Pembinaan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak boleh 




Dari dua Pasal 3 dan 5 tersebut nampak bahwa Peradilan Agama bernaung di 
dua buah lembaga Negara, yaitu Mahkamah Agung dan Eksekutif yang dalam hal ini 
adalah Departemen Agama.  
                                                             
3 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 
 
4 Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang  Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.  
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B. Peradilan Agama Berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan 
atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 
1. Kewenangan Peradilan Agama. 
Tuntutan reformasi hukum telah mulai mendapatkan respon dari Pemerintah.  
Berkaitan dengan reformasi di bidang kekuasaan kehakiman diundangkanlah UU 
Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. 
Perubahan UU Nomor 35 Tahun 1999 menjadi UU Nomor 4 Tahun 2004 
dilatarbelakangi oleh adanya perubahan di tingkat konstitusi yaitu dengan adanya 
amandeman UUD 1945 yang memunculkan dua lembaga Negara yang memegang 
kekuasaan kehakiman yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. 
Mahkamah Agung memiliki empat lingkungan peradilan yaitu peradilan 
umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Masing-
masing dari empat lingkungan peradilan tersebut telah mendapatkan pengaturan 
melalui UU, yang juga telah disesuaikan dengan ketentuan UU Nomor 4 Tahun 2004 
tentang Kekuasaan Kehakiman. 
Perubahan pada UU tentang kekuasaan kehakiman yang cukup signifikan 
lebih disebabkan oleh adanya amandemen UUD 1945. Hal ini tentu saja juga 
berimbas pada UU di bidang kekuasaan kehakiman yang lain, yaitu UU tentang 
Mahkamah Agung, UU tentang Peradilan Umum, UU tentang Peradilan Agama, UU 
tentang Peradilan Militer, dan UU tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
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Jadi, perubahan tersebut dilatarbelakangi oleh UU sebelumnya yang sudah 
tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan 
ketatanegaraan menurut UUD 1945. 
                                                             
5 Abdul Ghofur Anshori, op. cit., h. 49. 
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Pengadilan Agama sebagai salah satu badan peradilan yang melaksanakan 
kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi orang-orang 
beragama Islam, yang sebelumnya berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 1989, hanya 
berwenang menyelesaikan perkara perkawinan, kewarisan, wasiat, wakaf, zakat, 
infak, shadaqah, sekarang berdasarkan Pasal 49 huruf i UU Nomor 3 Tahun 2006, 
kewenangan pengadilan agama diperluas, masuk bidang Ekonomi Syariah. Dengan 
penegasan dan peneguhan kewenangan pengadilan agama dimaksudkan untuk 
memberikan dasar hukum bagi pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara 
Ekonomi Syariah. Berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf i UU Nomor 3 Tahun 2006 
yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang 
dilaksanakan menurut prinsip syariah, meliputi: a. bank syariah, b. asuransi syariah, c.  
reksadana syariah, d. obligasi syariah dan surat berharga jangka menengah syariah, e. 
obligasi syariah dan surat berharga jangka menengah syariah, f. sekuritas syariah, g. 
pembiayaan syariah, h. pegadaian syariah, i. dana pensiun lembaga keuangan syariah, 
j. bisnis syariah, k. lembaga keuangan mikro syariah.
6
 
Adanya penegasan tentang perluasan kewenangan Peradilan Agama tersebut, 
juga dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum kepada Pengadilan Agama dalam 
menyelesaikan perkara perdata tertentu. Termasuk pelanggaran UU tentang 
perkawinan dan peraturan pelaksanaannya, serta memperkuat landasan hukum 
Mahkamah Syariah dalam melaksanakan kewenangannya di bidang jinayah 
berdasarkan qanun. 
                                                             
6 Penjelasan Pasal 49 Huruf  i UU Nomor 3 Tahun 200 tentang Peradilan Agama. 
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UU Nomor 3 Tahun 2006 merupakan perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 
1989. Status UU yang lama dinyatakan dalam pasal 106 A dengan rumusan sebagai 
berikut:  
“pada saat undang-undang ini mulai berlaku peraturan perundang-undangan 
pelaksana UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama masih tetap berlaku 
sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan undang-undang ini.” 
Pasal-pasal yang mengalami perubahan antara lain Pasal 2 sehingga 
dirumuskan sebagai berikut: “Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan 
kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara 
tertentu sebagaimana dimaksud dalam UU ini.” Perubahan terdapat pada kata-kata  
“perkara tertentu”. Pada UU Nomor 7 Tahun 1989 disebut dengan “perkara perdata 
tertentu”. Penghapusan kata “perdata” dalam hal ini dimaksudkan agar tidak hanya 
perkara perdata saja yang menjadi kompetensi pengadilan agama. Perkara pidana 
yang berdasarkan syariat Islam seperti yang berlaku di provinsi Nanggroe Aceh 
Darussalam dapat diadili di Mahkamah Syariah yang merupakan peradilan khusus 
dari Peradilan Agama. 
Landasan hukum positif penerapan hukum Islam diharapkan lebih kokoh 
dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 ini, karena telah menghapus permasalahan 
pemilihan hukum. UU Peradilan Agama yang lalu antara lain menyatakan dalam 
penjelasan umum bahwa: “para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan 
untuk  memilih hukum apa yang digunakan dalam pembagian kewarisan.” Sedangkan 
dalam UU Nomor 3 Tahun 2006 rumusan tersebut dihapus. 
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Sementara itu dalam praktiknya Peradilan Agama sejak dahulu tidak bisa 
lepas dari peradilan umum, mengingat terdapat perkara-perkara perdata terkait 
dengan obyek sengketa di peradilan agama, tetapi harus  diselesaikan dalam peradilan 
umum terlebih dahulu. Adapun titik singgung antara peradilan agama dan peradilan 
umum, dapat dikemukakan sebagai berikut: 
a. Hak opsi 
Hak opsi adalah hak untuk memilih sistem hukum yang dikehendaki para 
pihak berperkara sebagai acuan hukum yang akan diterapkan dalam penyelesaian 
suatu perkara. 
Keberadaan hak ini dilatarbelakangi oleh adanya konsep hukum perdata yang 
bersifat mengatur, bukan bersifat memaksa sehingga persetujuan para pihak 
berperkara dapat dibenarkan dalam pemecahan sengketa perdata.  
Syarat untuk dapat diterapkannya hak opsi dalam sengketa kewarisan adalah 
sebagai berikut:   
a) Perkara yang dipersengketakan belum diajukan ke pengadilan 
b) Adanya kesepakatan antara pihak berperkara . 
 Pada prinsipnya terkait dengan penyelesaian perkara perdata, dasar 
pijakannya adalah asas kebebasan berkontrak (freedom of contract) sebagaimana 
yang tertuang dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang intinya menyatakan bahwa 
perjanjian yang dibuat secara sah berlaku seperti undang-undang bagi pihak-pihak 
yang mengadakannya.   
Menurut penulis, sepanjang mengenai perkara perdata para pihak bebas untuk 
memilih cara menyelesaikan sengketa yang dimaksud baik yang menyangkut 
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pilihan hukum maupun pilihan forumnya. Sehingga akan lebih baik jika jalur 
litigasi dijadikan sebagai alternatif terakhir. 
b. Sengketa Kepemilikan 
Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa keperdataan lain antara 
orang-orang yang beragama Islam dan non Islam mengenai objek sengketa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006, maka cara 
penyelesaiannya diatur dalam Pasal 50 UU Nomor 3 Tahun 2006.  
Mengenai Kompilasi Hukum Islam yang diatur dalam Instruksi Presiden 
secara yuridis kekuatan berlakunya lemah, akan tetapi pada praktiknya ia dipakai 
sebagai pedoman oleh pengadilan agama dalam menerima, memeriksa dan 
memutus sengketa antara umat Islam di bidang perkawinan, kewarisan dan wakaf. 
Masyarakat pencari keadilan pun begitu mempermasalahkannya. Dengan 
demikian dasar berlakunya dari kompilasi hukum Islam lebih didasarkan pada 
kondisi bahwa KHI (fiqih Indonesia) merupakan hukum yang hidup (living law), 
yaitu sebuah hukum yang dipatuhi masyarakat karena memang sesuai dengan 
kondisi masyarakat dan kesadaran masyarakat.         
Beberapa hal yang tercantum dalam Pasal 49 UU nomor 3 tahun 2006 
menurut hemat penulis adalah kompetensi absolut dari Peradilan Agama. 
Sedangkan yang dimaksud sebagai kompetensi absolut adalah kekuasaan 
pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau 
tingkatan pengadilan, dalam pembedaannya atau tingkatan pengadilan lainnya 
untuk itu lingkungan peradilan yang lain tidak berwenang untuk menyelesaikan 
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sengketa-sengketa sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Pasal 49 UU 
Nomor 3 Tahun 2006 tersebut. 
Selain adanya kompetensi absolut ada pula kompetensi relatif dari pengadilan 
agama, yang diartikan sebagai kekuasaan pengadilan yang satu jenis (berada 
dalam satu lingkungan peradilan) dan satu tingkatan, dalam pembedaannya 
dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya, 




2. Asas-Asas Hukum Peradilan Agama 
Inti dari hukum terletak pada asas-asasnya yang kemudian diformulasikan 
menjadi perangkat peraturan perundang-undangan. Begitu juga dengan Pengadilan 
Agama, terutama pada saat kita beracara di Pengadilan Agama maka harus 
memperhatikan asas-asas sebagaimana yang dapat kita simpulkan dari UU Nomor 3 
Tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 
Agama.    
Adapun asas-asas yang berlaku pada pengadilan agama pada dasarnya hampir 
sama dengan asas-asas yang berlaku di pengadilan umum, yaitu antara lain: 
a. Asas Personalitas Keislaman  
Artinya pengadilan di lingkungan Badan Peradilan Agama, hanya untuk 
melayani penyelesaian perkara di bidang tertentu sebagaimana yang tertuang 
dalam Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006, yaitu menyelesaikann perkara 
perkawinan,  waris, wasiat, hibah wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi 
syariah dari rakyat Indonesia yang beragama Islam. Dengan kata lain keislaman 
                                                             
7 Abdul Ghofur Anshori,  op. cit., h. 61. 
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seseoranglah yang menjadi dasar kewenangan Pengadilan di Lingkungan Badan 
Peradilan Agama. 
b. Asas Kebebasan 
Asas ini dimiliki oleh setiap badan peradilan, tidak terkecuali badan peradilan  
agama. Kebebasan maksudnya adalah tidak boleh ada pihak lain yang ikut campur 
tangan dalam penanganan suatu perkara oleh pengadilan/ Majelis Hakim. Ikut 
campur dapat berupa pemaksaan, directiva atau rekomendasi yang datang dari 
pihak ekstra yudisial, ancaman, dan lain sebagainya. 
Asas ini dapat kita temukan dalam Pasal 4 ayat (3) UU Nomor 4 Tahun 2004 
tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu bahwa segala campur tangan dalam urusan 
peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-
hal sebagaimana disebut dalam UUD Negara RI Tahun 1945. 
c. Asas Tidak Boleh Menolak Perkara Dengan Alasan Hukumnya Tidak Jelas Atau 
Tidak Ada 
Penerapan asas ini, karena hakim sebagai organ pengadilan yang dianggap 
memahami hukum, sehingga apabila hakim tidak menemukan hukum tertulis 
(peraturan perundang-undangan) maka ia wajib berijtihad dan menggali hukum 
tidak tertulis untuk memutuskan hukum sebagai orang yang bijaksana dan 
bertanggung jawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, 
bangsa dan Negara.  





“apabila seorang hakim berijtihad ijtihadnya benar, maka baginya dua pahala, 





 Dasar hukum mengenai asas bahwa hakim tidak boleh menolak perkara yang 
diajukan kepadanya dapat kita jumpai dalam Pasal 16 UU Nomor 4 Tahun 2004 
tentang kekuasaan kehakiman, yaitu bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk 
memeriksa dan mengadilinya. Kemudian sebagaimana dimaksud tidak menutup 
usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian. 
d. Asas Hakim Wajib Mendamaikan  
Penyelesaian suatu perselisihan yang terbaik adalah dengan cara perdamaian. 
Hukum Islam mementingkan penyelesaian perselisihan dengan cara perdamaian, 
sebelum dengan cara putusan pengadilan, karena putusan pengadilan dapat 
menimbulkan dendam yang mendalam, terutama bagi pihak yang dikalahkan . 
Untuk itu sebelum diperiksa hakim wajib berusaha mendamaikan kedua belah 
pihak terlebih dahulu. Apabila hal ini belum dilakukan oleh hakim bisa berakibat 
bahwa putusan yang dijatuhkan batal demi hukum. 
e. Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan 
Asas bahwa beracara di pengadilan harus sederhana, cepat dan biaya ringan 
tertuang dalam ketentuan Pasal 4 ayat 2 UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang 
Kekuasaan Kehakiman. 
Beracara sederhana, cepat, dan biaya ringan merupakan dambaan dari setiap 
pencari keadilan, sehingga apabila peradilan agama kurang optimal dalam 
                                                             
8 Hussein Bahreisy, Himpunan Hadits Pilihan Hadits Shahih Bukhari (Surabaya: Al-Ikhlas, 
1980), h. 377.  
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mewujudkan asas ini biasanya maka seseorang akan enggan beracara di pengadilan 
agama, mereka justru tidak mau berurusan dengan lembaga peradilan. 
f. Asas Mengadili Menurut Hukum dan Persamaan Hak  
Istilahnya dalam anglo saxon adalah equality before the law yang artinya 
bahwa setiap orang mempunyai persamaan kedudukan di bawah hukum. Hal ini 
juga sejalan dengan ketentuan yang ada dalam UUD 1945 Pasal 28 tentang Hak 
Asasi Manusia. 
Sehubungan dengan asas equality ini, maka dalam praktik pengadilan, 
terdapat tiga patokan yang fundamental, yaitu: 
1) Persamaan hak atau derajat dalam proses persidangan atau “equal before the 
law.” 
2) Hak perlindngan yang sama oleh hukum atau “equal protection on the law.” 
3) Mendapatkan hak perlakuan di bawah hukum atau “equal justice under the 
law.”9 
g. Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum 
Tujuan dari asas ini adalah untuk menghindari penyimpangan proses 
pemeriksaan, seperti bersikap berat sebelah, hakim bertindak sewenang-wenang. 
Pengecualian dari asas ini juga ada dalam perkara-perkara tertentu yang sifatnya 
sangat privat, misalnya perkara perceraian. 
Konsekuensi yuridis jika asas ini tidak dipenuhi, misalkan dalam awal tidak 
menyatakan bahwa sidang terbuka untuk umum, maka sebagaimana ketentuan 
Pasal 19 ayat (2) putusan atas perkara tersebut bersifat batal demi hukum. 
                                                             
9 Sulaikin Lubis, Wismar Ain Marzuki, Gemala Dewi, Hukum Acara Perdata Peradilan 
Agama di Indonesia (Cet. ke-2; Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2005), h. 74. 
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h. Asas Aktif Memberi Bantuan 
Artinya pengadilan harus membantu secara aktif kepada para pencari 
pengadilan dan berusaha secara sunngguh-sungguh dan sekeras-kerasnya 
mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang 
sederhana, cepat dan biaya ringan . 
i. Asas Peradilan Dilakukan dengan Hakim Majeliss  
Pasal 17 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2004 menyatakan bahwa semua 
pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus dengan sekurang-kurangnya tiga 
orang hakim, kecuali UU menentukan lain. Di antara tiga hakim tersebut satu 











                                                             
10 Abdul Ghofur Anshori, op. cit., h. 64-65.  
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BAB IV 
PARADIGMA BARU PERADILAN AGAMA PASCA UU NOMOR 50 TAHUN 
2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UU NOMOR 7 TAHUN 1989 
TENTANG PERADILAN AGAMA 
 
A. Posisi Hakim Agama dalam Penegakan Hukum di Indonesia Pasca UU Nomor 
50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 
tentang Peradilan Agama. 
Pemikiran reformatif dalam bidang hukum, berkenaan dengan peran 
kekuasaan kehakiman yang muncul dalam era reformasi akhir tahun 1990-an adalah 
pemisahan yang tegas antar fungsi-fungsi yudikatif dari eksekutif sehingga muncul 
ide sistem satu atap (one roof system) dengan dikeluarkannya UU nomor 35 tahun 
1999 tentang Perubahan atas UU nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan 
Pokok Kekuasaan Kehakiman. 
Pada tahun 2004, terjadi perubahan di tingkat konstitusi yaitu dengan adanya 
amandemen UUD 1945 yang memunculkan dua lembaga negara yang memegang 
kekuasaan kehakiman yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sehingga 
dikeluarkan UU nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Terakhir UU 
nomor 4 tahun 2004 tersebut diubah menjadi UU nomor 48 tahun 2009 tentang 
Kekuasan Kehakiman sebagai pengganti UU nomor 35 tahun 1999. Hal ini juga 
berimbas pada undang-undang di bidang kekuasaan kehakiman yang lain, yaitu 
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undang-undang tentang Mahkamah Agung, undang-undang tentang Peradilan Umum, 
undang-undang tentang Peradilan Agama, undang-undang tentang Peradilan Militer, 
dan undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Jadi adanya perubahan 
tersebut dilatarbelakangi oleh undang-undang sebelumnya yang sudah tidak sesuai 
lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan 
ketatanegaraan menurut UUD 1945.  
Adapun alasan yang mengharuskan adanya perubahan atas UU nomor 4 tahun 
2004 menjadi UU nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman adalah karena 
UU nomor 4 tahun 2004 belum mengatur secara komprehensif tentang 
penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dan perubahan tersebut untuk memperkuat 
penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dan mewujudkan sistem peradilan yang 
terpadu (integrated justice system).
1
 
Berlakunya UU nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 
mengakibatkan perubahan yang cukup besar dalam sistem peradilan di Indonesia. 
Dalam Pasal 18 UU Nomor 48 Tahun 2009 disebutkan bahwa: 
   “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan 
peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, 
lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan  peradilan 
tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” 
 
Dengan demikian, dilakukan penyatuan seluruh badan peradilan di bawah 
naungan Mahkamah Agung. Dengan dilakukannya penyatuan semua peradilan di 
                                               
1 http://www.badilag.net/data/artikel/ kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Masa Depan 




bawah Mahkamah Agung, diharapkan terbentuknya lembaga peradilan yang 
berwibawa dan mandiri. 
Pasca penyatuan atap seluruh badan peradilan di bawah Mahkamah Agung 
membawa pula perubahan yang besar di lingkungan Peradilan Agama, yaitu dengan 
terjadinya perubahan UU nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjadi UU 
nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah menjadi UU nomor 50 tahun 2009 tentang 
Peradilan Agama. Kondisi ini menandai perubahan besar posisi dan kewenangan 
Peradilan Agama, yang berdampak pula pada hakim agamanya dalam menyelesaikan 
sengketa hukum. 
Pembahasan mengenai posisi hakim agama, tidak terlepas pada pembahasan 
mengenai pembinaan peradilan agama yang berarti pula pembinaan terhadap hakim 
agama. Hal ini disebabkan karena hakim identik dengan pengadilan. 
Perubahan kedua atas UU nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah 
meletakkan dasar kebijakan bahwa segala urusan mengenai peradilan agama, 
pengawasan tertinggi baik menyangkut teknis yudisial maupun non yudisial yaitu 
urusan organisasi, administrasi dan finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah 
Agung. Sedangkan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, 
serta perilaku hakim, pengawasan eksternal dilakukan oleh Komisi Yudisial.
2
 Hal ini 
berbeda dengan yang disebutkan dalam UU nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan 
Agama yang membagi pembinaan tersebut menjadi dua, yaitu pembinaan teknis 
                                               
2 Penjelasan  Atas UU RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 7 




yustisial yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan pembinaan administrasi, 
organisasi dan finansial yang dilakukan oleh Menteri Agama.
3
 
Dalam beberapa pasal UU nomor 50 tahun 2009 ditemukan adanya 
perubahan. Hal ini dapat dilihat dalam pasal-pasal sebagai berikut: 
- Pasal 12 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 disebutkan bahwa: 
  (1) Pembinaan dan pengawasan umum terhadap hakim dilakukan oleh Ketua 
Mahkamah  Agung. 
  (2) Pembinaan dan pengawasan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 
boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. 
 
Bunyi pasal ini kemudian ditambah sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang 
Nomor 50 Tahun 2009: 
   Pasal 12A 
(1) Pengawasan internal atas tingkah laku hakim dilakukan oleh Mahkamah 
Agung 
(2) Selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk menjaga dan 
menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, 
pengawasan eksternal atas perilaku hakim dilakukan oleh Komisi Yudisial.  
Pasal 12C 
(1) Dalam melakukan pengawasan hakim sebagaimana dimaksud  dalam pasal 
12, Komisi Yudisial melakukan koordinasi dengan Mahkamah Agung. 
(2) Dalam hal terdapat perbedaan antara hasil pengawasan internal yang 
dilakukan oleh Mahkamah Agung dan hasil pengawasan eksternal yang 
dilakukan oleh Komisi Yudisial, pemeriksaan dilakukan bersama oleh 
Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. 
Pasal 12D 
(1) Dalam melaksanakan pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 12A ayat (2), Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan 
pengawasan terhadap perilaku hakim berdasarkan Kode Etik dan Pedoman 
Perilaku Hakim. 
Pasal 12F 
      “Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta 
perilaku hakim, Komisi Yudisial dapat menganalisis putusan pengadilan yang 
                                               
3 Pasal 5 Ayat (1) dan  (2) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan  Agama. 
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telah memiliki kekuatan hukum tetap sebagai dasar rekomendasi untuk 
melakukan mutasi hakim. 
 
- Ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ditambah beberapa ayat 
dalam UU Nomor 50 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa: 
   Pasal 13A 
(1) Pengangkatan hakim pengadilan agama dilakukan melalui proses seleksi 
transparan, akuntabel dan partisipatif 
(2) Proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan agama dilakukan bersama oleh 
Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. 
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses seleksi diatur oleh Mahkamah Agung 
dan Komisi Yudisial. 
 
- Pasal 15 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menyebutkan bahwa: 
(1) Hakim pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua 
Mahkamah Agung. 
(2) Ketua dan wakil ketua pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Ketua 
Mahkamah Agung. 
 
Ketentuan ini diubah dan ditambah beberapa ayat sebagaimana yang terdapat pada 
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang berbunyi: 
Pasal 15 
(1) Hakim pengadilan diangkat oleh Presiden atas usul ketua Mahkamah Agung. 
(1a) Hakim pengadilan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua 
Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial melalui Ketua Mahkamah 
Agung. 
(1b) Usul pemberhentian hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial 
sebagaimana dimaksud ayat (1a) hanya dapat dilakukan apabila hakim 
yang bersangkutan melanggar Kode Etik  dan Pedoman Perilaku Hakim. 
(2) Ketua dan wakil ketua pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Ketua 
Mahkamah Agung. 
 
- Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ditambahkan satu ayat 
sebagaimana yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa: 
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(1a) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
diusulkan oleh Komisi Yudisial. 
 
Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa posisi hakim agama 
pasca UU Nomor 50 Tahun 2009 adalah sejajar dengan hakim lainnya. Hal ini dapat 
dilihat dalam beberapa pasal yang menjelaskan bahwa pembinaan Pengadilan Agama 
maupun pengadilan lainnya dilakukan oleh Mahkamah Agung, baik pembinaan teknis 
yudisial maupun pembinaan administrasi, organisasi dan finansial peradilan sehingga 
tidak terdapat perbedaan di antara hakim agama dengan hakim umum. Perbedaan 
hanya terdapat pada perkara yang menjadi kewenangannya masing-masing, serta 
hadirnya Komisi Yudisial dalam lingkup peradilan sebagai pengawas eksternal untuk 
menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.  
Hal itu terkait dengan kondisi peradilan di Indonesia pada masa lalu yang 
dinilai sarat dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta praktik mafia peradilan. 
Selain itu,pengawasan juga diperlukan agar kemerdekaan yang dimiliki oleh hakim 
tidak disalahgunakan. 
Pengawasan tidak dapat dilakukan oleh lembaga politik seperti DPR atau 
presiden karena akan mengurangi hakikat kemerdekaan kekuasaan kehakiman. 
Karena itu, diperlukan keberadaan badan pengawasan tersendiri. Meskipun pada 
awalnya, usulan yang muncul adalah perlunya pengaturan Dewan Kehormatan Hakim 
atau Dewan Kehormatan MA. Namun, kelemahan dari lembaga tersebut adalah 
statusnya sebagai alat kelengkapan MA sehingga merupakan bagian dari MA itu 
sendiri. Pengawasan internal semacam itu biasanya tidak efektif dan cenderung 
61 
 
muncul semangat korps. Oleh karena itu, pengawasan terhadap hakim harus diformat 
sebagai pengawasan eksternal. Lembaga yang memiliki wewenang pengawasan 
tersebut harus mandiri dari lembaga yang diawasi. Pemikiran tersebut mendasari 
munculnya KY yang bersifat mandiri. Wewenang KY adalah terkait dengan 
pengawasan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan,keluhuran martabat, serta 
perilaku hakim. Dalam pembahasan juga mengemukakan bahwa wewenang KY 
termasuk memberikan rekomendasi sanksi untuk dilaksanakan oleh Mahkamah 
Agung.  
Berdasarkan wewenang tersebut, KY dinilai nantinya akan mengetahui rekam 
jejak dan kualitas hakim. Karena itu, KY juga diberikan wewenang mengusulkan 
pengangkatan hakim agung kepada DPR dan selanjutnya ditetapkan oleh presiden. 
Dengan demikian, Hakim Agung diharapkan benar-benar memiliki integritas dan 




B. Eksistensi Peradilan Agama Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman  
Eksistensi dan kewenangan Peradilan Agama sebagai salah satu pelaksana 
kekuasaan kehakiman dari waktu ke waktu berubah tergantung kepada dinamika 
politik hukum bangsa. Meskipun demikian, eksistensi peradilan agama di Indonesia 
sangat kuat mengingat memiliki akar historis yang kuat pula dalam perjalanan sejarah 
masyarakat muslim Indonesia.  
                                               
4 http://www.badilag.net/data/artikel/kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Masa Depan 
Peradilan Agama. pdf (Diakses 03 Juli 2010). 
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Di era reformasi, Peradilan Agama sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, 
secara konstitusional posisinya semakin kuat. Ia tidak hanya diakui dalam konstitusi 
UUD 1945, akan tetapi juga diakui penuh dalam UU Nomor 4 Tahun 2004 yang telah 
diubah menjadi UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.  
Tidak hanya status dan kedudukan yang telah mengalami perubahan, 
kewenangannya pun juga telah bertambah, tidak hanya menangani persoalan hukum 
keluarga, tapi juga hukum ekonomi syariah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 
UU Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah menjadi UU Nomor 50 Tahun 2009. 
Namun, untuk hukum materiilnya tidak mengalami perubahan yang signifikan.  
Menurut pasal 24 UUD 1945: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah 
Mahkamah Agung dan lain-lain  badan kehakiman menurut undang-undang”. Hal ini 
menunjukkan bahwa pelaksana kekuasaan kehakiman dalam melakukan dan 
kewenangan peradilan, terdiri dari badan-badan kehakiman atau badan “peradilan“ 
menurut undang-undang. Salah satu di antara badan peradilan yang ditegaskan sendiri 
oleh Pasal 24 UUD 1945 ialah Mahkamah Agung. Sedang badan-badan kekuasaan 
peradilan lain akan ditentukan lebih lanjut menurut undang-undang.
5
  
Selain UUD 1945 Pasal 24, Kekuasaan Kehakiman juga diatur oleh undang-
undang tersendiri, yakni UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan 
Pokok Kekuasaan Kehakiman, kemudian diamandemen menjadi UU Nomor 35 
                                               
5 Yahya Harahap, Kedudukan , Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU Nomor 7 






 dan terakhir diubah kembali menjadi UU Nomor 48 Tahun 2009 
tentang Kekuasaan Kehakiman. 
Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 10 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1970 dengan jelas disebutkan bahwa lingkungan peradilan 
yang berfungsi melaksanakan “kekuasaan kehakiman” atau “Yudicial Power” 
dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan: 
a. Peradilan Umum 
b. Peradilan Agama 
c. Peradilan Militer 
d. Peradilan Tata Usaha Negara7 
Berhubungan dengan badan-badan peradilan yang merupakan pelaksana 
kekuasaan kehakiman, Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa: 
“Kebebasan kekuasaan kehakiman yang penyelenggaraannya diserahkan kepada 
badan-badan peradilan merupakan salah satu ciri khas daripada negara hukum, 
pada hakikatnya kebebasan ini merupakan sifat pembawaan daripada setiap 
lembaga peradilan.”8 
 
Eksistensi Peradilan Agama telah lama ada di tanah air, lebih lama 
dibandingkan dengan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Meskipun 
umurnya lebih tua, namun Peradilan Agama terakhir memperoleh perlengkapan yang 
                                               
6 Jaenal Aripin, Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia  (Jakarta: 
kencana, 2008)., h. 225. 
 
7 Mukti Arto, Perkara-Perkara Perdata pada Peradilan Agama (Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar, 1999), h. 15.  
 
8 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia (Cet. I; Yogyakarta: Liberty, 
1993), h. 18. 
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diperlukan untuk terus dapat eksis dan berfungsi sebagaimana mestinya. Hal ini dapat 
dilihat bahwa undang-undang tentang susunan, kekuasaan dan acara Peradilan Agama 
lahir kemudian setelah undang-undang tentang susunan, kekuasaan dan acara badan-
badan peradilan yang relatif lebih muda usianya. 
Secara formal, Peradilan Agama sudah lebih dari seratus tahun di Jawa dan 
Madura, dan secara informal telah tumbuh dan melembaga di kalangan masyarakat 
Islam Indonesia sejak agama Islam masuk ke Nusantara dan tumbuhnya kerajaan-
kerajaan Islam, jauh sebelum kedatangan organisasi perusahaan dagang Belanda 
VOC (Verenigde Oost-Indische Compagnie) pada akhir abad keenam belas (tahun 
1596) yang dilanjutkan kaum kolonialis dengan menjajah tanah air. Peradilan dengan 
semangat agama tersebut tumbuh dan berkembang di bumi Nusantara karena 




Sebelum Pemerintah Kolonial meresmikan Peradilan Agama di Jawa-Madura 
pada tahun 1882, mereka sesungguhnya telah mengakui eksistensi dan 
berlangsungnya proses Peradilan Agama oleh masyarakat Islam Indonesia. 
Perkembangan selanjutnya setelah Indonesia merdeka, permasalahan 
kemudian yang muncul adalah mengenai kedudukannya dalam sistem organisasi 
kehakiman atau peradilan di Indonesia sehingga dianggap penting untuk kemudian 
merumuskan Undang-Undang Peradilan Agama.  
                                               
9 Abdullah Gofar, Peradilan Agama dan Kemandirian Kekuasaan Kehakiman, dalam Mimbar 




Pengadilan agama sebagai kekuasaan kehakiman semakin diakui 
keberadaannya setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 
Peradilan Agama. Adapun tujuan Undang-Undang Peradilan Agama adalah sebagai 
berikut: 
1. Mempertegas kedudukan kekuasaan Peradilan Agama sebagai pelaksana 
kekuasaan kehakiman. 
2. Menciptakan kesatuan hukum Peradilan Agama, dan  
3. Memurnikan fungsi Peradilan Agama.10 
Meskipun sebelumnya, eksistensi Peradilan Agama sebagai salah satu 
pelaksana kekuasaan kehakiman telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 1970 Pasal 10 maupun penegasan yang terdapat dalam Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 63 serta penegasan ulang yang terdapat dalam Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1985 Pasal 44, namun masih belum memadai sehingga 
untuk lebih meratakan penyebaran kesadaran dan kepercayaan masyarakat tentang 
kedudukan lingkungan Peradilan Agama yang sebenarnya, Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dianggap perlu untuk mempertegasnya. 
Namun demikian, untuk memulihkan dan meratakan pengertian dan 
kepercayaan masyarakat atas keberadaan lingkungan Peradilan Agama sebagai 
lembaga milik negara Republik Indonesia (state court) tidak cukup digantungkan 
pada penegasan yang berulang kali dalam berbagai undang-undang. Pulihnya 
                                               
10 Yahya Harahap, op. cit., h. 8-18. 
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kesadaran dan pengertian masyarakat akan keberadaannya sebagai lembaga peradilan 
milik negara, terutama ditentukan oleh aparat pendukung dan pelaksananya, ditambah 
dengan dukungan prasarana yang memadai. Pembenahan yang menyeluruh sangat 
diperlukan mulai dari keterampilan aparat, administrasi yustisial yang teratur, proses 
pemeriksaan persidangan yang lancar, penyempurnaan struktur organisasi sesuai 
dengan ketentuan undang-undang, penjernihan tugas fungsional dengan struktur 
administrasi pendukung, pelayanan yang lancar dan manusiawi bagi masyarakat 




Lahirnya Undang-Undang Perubahan pertama dan kedua atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama semakin menambah 
eksistensinya sebagai pelaksana kehakiman dengan adanya perubahan yang 
disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan 
ketatanegaraan menurut UUD RI Tahun 1945. 
Secara garis besar, penjelasan tentang Peradilan Agama dapat dilihat dari 
beberapa pasal dalam perubahan pertama dan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
1989 tentang Peradilan Agama sebagai berikut: 
1. Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat 
pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini (Pasal 2). 




2. Pengadilan Agama berkedudukan di ibu kota kabupaten/ kota dan daerah 
hukumnya meliputi wilayah kabupaten/ kota (Pasal 4 ayat 1) serta Pengadilan 
Tinggi Agama berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya 
meliputi wilayah provinsi (Pasal 4 ayat 2). 
3. Pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi, dan finansial pengadilan 
dilakukan oleh Mahkamah Agung (Pasal 5). 
4. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan 
menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama 
Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, 
shadaqah dan ekonomi syariah (Pasal 49). 
Dari paparan di atas, khususnya pasca disahkannya UU Nomor 3 Tahun 2006, 
UU Nomor 50 Tahun 2009 dan UU Nomor 48 Tahun 2009, nampak bahwa posisi 
Peradilan Agama sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sudah sangat kokoh 
dan sejajar dengan peradilan lainnya. 
Dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, 
Peradilan Agama secara umum mengacu pada asas-asas peradilan yang berlaku pada 
semua lingkungan peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu memiliki spesifikasi 
sesuai dengan ruang lingkup kekuasaan badan peradilan tersebut. Dalam Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama terdapat asas umum pada 
lingkungan Peradilan Agama. Asas-asas umum ini merupakan fundamen dan 
pedoman umum  dalam  melaksanakan penerapan seluruh jiwa dan semangat undang-
undang itu. Asas-asas umum tersebut adalah sebagai berikut: asas personalitas 
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keislaman, asas kebebasan, asas wajib mendamaikan, asas sederhana, cepat dan biaya 




Asas-asas peradilan inilah yang merupakan suatu fundamen bagi Peradilan 
Agama dalam menegakkan hukum dan keadilan sebagai pelaksana kekuasaan 
kehakiman di Indonesia. 
C. Faktor Pendukung dan Penghambat Eksistensi Peradilan Agama Sebagai 
Pelaku Kekuasaan Kehakiman. 
1. Faktor Pendukung 
Di era reformasi, Peradilan Agama sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, 
secara konstitusional posisinya sudah semakin kuat, ia tidak hanya diakui dalam 
konstitusi UUD 1945, akan tetapi juga diakui penuh dalam UU Nomor 4 Tahun 2004 
tentang Kekuasaan Kehakiman. Berdasarkan undang-undang tersebut, Peradilan 
Agama di tempatkan pada tempat yang pas secara hukum, yakni berada satu atap di 
bawah Mahkamah Agung sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman tertinggi. 
Meskipun pengalihan dari posisi sebelumnya di Departemen Agama menuai protes; 
pro kontra, namun akhirnya peradilan agama tetap disatuatapkan bersama badan 
peradilan lainnya di bawah Mahkamah Agung, dengan tetap memperhatikan 
Departemen Agama dan Majelis Ulama Indonesia dalam hal pembinaannya. 
                                               
12 Cik Hasan Bisri, Peradilan Agama di Indonesia, Edisi Revisi (Cet. III; Jakarta: PT. 
RajaGrafindo Persada, 2000), h. 162. Lihat juga Yahya Harahap, op. cit., h. 56-96.  
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Tidak hanya status dan kedudukan yang telah mengalami perubahan, 
kewenangannya pun sudah mengalami keberanjakan, tidak lagi menangani persoalan 
ahwal al-Syakhsiyah (hukum keluarga), tapi sudah berwenang menyelesaikan 
terutama persoalan ekonomi syariah. Hal ini seperti ditunjuk oleh UU nomor 3 tahun 
2006 tentang perubahan atas UU nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 
Namun, untuk hukum materiilnya tidak mengalami perubahan dan keberanjakan yang 
cukup berarti. Meskipun demikian, sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman bagi 
umat Islam Indonesia, posisi, status, dan kedudukan Peradilan Agama sudah semakin 
kuat dan kokoh. Kuat dan kokohnya status Peradilan Agama di Indonesia disebabkan 
oleh karena desakan faktor kultur masyarakat muslim Indonesia dari pada rekayasa 
dan upaya pihak struktural, hal itu lebih bersifat politis akomodatif penguasa terhadap 
sesuatu yang telah menjadi tradisi dan perilaku masyarakat. 
Berdasarkan hal tersebut, Jaenal Aripin merumuskan dalam sebuah teori baru 
yang disebut dengan cultural exixtetence theory sebagai teori temuan. Yakni; 
“kokohnya keberadaan (exixtence) peradilan agama lebih disebabkan karena 
dorongan sosial dan budaya (cultural)”. Dalam pengertian luas, secara kultural, 
peradilan agama merupakan sui generis bagi umat Islam Indonesia. Ia ada karena 
terkait dan/atau dipengaruhi oleh kultur/ budaya masyarakat muslim Indonesia. 
Sepanjang masyarakat muslim Indonesia ada; patuh dan taat, serta tunduk 
menjalankan ajaran agamanya dalam kehidupan sehari-hari, sepanjang itu pula 
peradilan agama akan tetap ada, meskipun seandainya pihak penguasa berusaha 
menghapuskan peradilan agama baik secara politis maupun hukum melalui peraturan 
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perundang-undangan, namun peradilan agama akan tetap ada, yakni dalam bentuk 
quasi peradilan. 
Teori tersebut didasarkan pada beberapa argumen pendukung, yakni; 
Pertama, sebelum dan sampai pada masa kemerdekaan, eksistensi peradilan 
agama sering menglami abuse of authority dari penguasa; baik status dan kedudukan 
maupun kewenangannya.  Puncaknya adalah pada tahun 1948, ketika peradilan 
agama dihilangkan secara Konstitusional melalui UU nomor 19 tahun 1948, 
sebagaimana yang diakui hanya peradilan umum, peradilan tata usaha Negara, dan 
peradilan militer. Karena mendapatkan protes keras dari umat Islam Indonesia 
mengingat undang-undang tersebut tidak sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat 
muslim Indonesia sebagai entitas yang tidak bisa dipisahkan dari masyarakat 
Indonesia secara keseluruhan, akhirnya UU tersebut mati sebelum diberlakukan. 
Kenyataan ini membuktikan bahwa, upaya penghapusan peradilan agama oleh 
struktur penguasa secara politis dan konstitusional tidak berhasil, mengingat 
dorongan sosiologis dari masyarakat muslim Indonesia agar peradilan agama tetap 
eksis, jauh lebih kuat. 
Kedua, faktor sosiologis, yakni menjadikan peradilan agama tetap melibatkan 
MUI dan Departemen Agama sebagai representasi dari umat Islam Indonesia dalam 
proses pembinaannya, dan ini secara konstitusional diakui dalam UU Nomor 4 Tahun 
2004, walaupun secara teoritis bertentangan dengan teori separation of power.  
Ketiga, adanya kewenangan peradilan agama baik lama maupun baru seiring 
dengan diundangkannya UU Nomor 3 Tahun 2006, yakni; ekonomi syariah, zakat, 
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infak, dan pengangkatan anak serta penetapan hasil isthbat/ ru’yah hilal. Munculnya 
kewenangan tersebut prakarsa awalnya bukan dilahirkan dari kebijakan penguasa 
terkait, melainkan lebih disebabkan karena bidang-bidang hukum tersebut secara 
sosiologis sudah menjadi praktik keseharian umat Islam, yang penyelesaian 
sengketanya memerlukan mekanisme peradilan. Inilah yang menjadi alasan utama 
ketika DPR memasukkan kewenangan penyelesaian sengketa bidang ekonomi syariah 
ke peradilan agama sebagaimana disebut pada UU Nomor 3 Tahun 2006. Bahkan 
sesungguhnya, peradilan agama seharusnya berwenang menyelesaikan seluruh 
permasalahan yang menyangkut umat Islam, tidak hanya terbatas pada kewenangan 
tersebut, termasuk juga menyelesaikan perkara pidana. 
Keempat, masih banyak hukum materiil yang digunakan sebagai pedoman 
oleh hakim dalam menyelesaikan perkaranya tidak dalam bentuk undang-undang atau 
peraturan lainnya, termasuk Kompilasi Hukum Islam. Akibatnya, hakim di 
pengadilan agama harus berijtihad untuk mengambil hukum-hukum yang hidup di 
masyarakat (living law) termasuk juga dari kitab-kitab fikih. Akan tetapi sejauh ini, 
masyarakat pencari keadilan yang berperkara di pengadilan agama tidak banyak 
melakukan protes atau mempertanyakan keabsahannya, bahkan umumnya mereka 
menerima dan merasa telah mendapatkan rasa keadilan sesuai yang diinginkan. 
Padahal, bagi negara dengan sistem hukum Eropa Kontinental, hukum positif dalam 
membentuk undang-undang atau bentuk peraturan lainnya merupakan sebuah 
keniscayaan. Mengingat, ada atau tidaknya hukum tergantung pada ada atau tidaknya 
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undang-undang (legistik), melanggar hukum atau tidak, indikatornya adalah 
melanggar atau tidak atas undang-undang. 
Kelima, dalam perspektif normatif, eksistensi Peradilan Agama bila diurut 
akar tunggangnya sampai pada preseden peradilan (qadha) yang dipraktikan sejak 
masa Rasulullah saw., karena itu, kehadiran peradilan (agama) dalam sebuah 
komunitas masyarakat (muslim) merupakan norma dan ajaran (sunatullah). Ia ada 
paralel dan berbanding lurus dengan adanya komunitas masyarakat (muslim). 
Eksistensi dalam bentuk formal atau informal bukan menjadi halangan bagi peradilan 
(agama) untuk tetap ada di tengah-tengah masyarakat. 
Adanya teori cultural existence theory beserta beberapa argumen penguatnya, 
berarti teori tiga elemen sistem hukum (three elements law system) sebagaimana 
dikemukakan oleh Lawrence Meier Friedman, yang mengatakan bahwa efektif 
tidaknya penegakan hukum tergantung pada ketiga elemen sistem hukum, yakni; 
legal structure, legal substance, dan  legal culture, tidak berlaku penuh, mengingat 
hanya legal culture yang berpengaruh terhadap perubahan peradilan agama dan 
beberapa aspeknya di era reformasi. Ini juga sekaligus menjadi pembeda dan 
membantah temuan terutama Daniel S. Lev yang menyatakan bahwa “eksistensi 
peradilan agama sesungguhnya sangat bergantung dengan kemauan politik 
pemerintahan yang berkuasa.” 13 
 
 
                                               
13 Jaenal Aripin, op. cit., h. 519-521. 
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2.Faktor Penghambat  
Eksistensi peradilan agama di era reformasi telah mengalami perubahan dan 
sudah semakin kuat, mandiri, independen, dan bebas dari intervensi. Namun, bukan 
berarti tidak menghadapi kendala dan bebas dari masalah, mengingat perubahan 
tersebut lebih disebabkan karena kuatnya faktor sosial budaya, dan pengaruhnya 
terhadap peradilan agama, baik menyangkut eksistensinya, maupun kewenangannya 
serta hukum materiil yang digunakan oleh para hakim dalam memutuskan 
perkaranya. Termasuk juga pengaruh dan intensitas hakim dalam menggunakan 
hukum non positif dalam setiap putusan.  
Pada hal-hal yang sifatnya praktis, yakni para pihak yang berkompeten dalam 
mengelola urusan peradilan agama, utamanya adalah Direktorat Jenderal Badan 
Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia. Ini juga masih terkait 
dengan kuatnya pengaruh sosial budaya dalam perkembangan peradilan agama, 
termasuk juga masih tingginya living law yang dipakai oleh hakim dalam 
memutuskan perkaranya, mengingat hukum materiil yang berbentuk ius constitutum 
atau hukum positif baik berupa undang-undang maupun peraturan lainnya 
keberadannya masih terbatas.  
 Meskipun para hakim pengadilan agama telah memiliki latar belakang 
pendidikan hukum Islam. Namun, selama ini pengadilan agama tidak menangani 
sengketa yang terkait dengan ekonomi syariah, maka wawasan yang dimilikinya pun 
tentu masih terbatas. Wawasannya akan jauh lebih mengerti dalam masalah sengketa 
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perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah wakaf, dan sedekah yang selama ini 
ditanganinya. Faktor pengahambat yang lain adalah: 
a) Masih minimnya fasilitas baik fisik (gedung, komputer, ruang sidang yang 
representatif, dan lain-lain) maupun non fisik yaitu sumber daya manusia (SDM) 
yang tidak merata kualitas dan kuantitasnya di Peradilan Agama. PA di Jawa 
umumnya memiliki SDM yang cukup di banding dengan SDM yang ada di PA di 
wilayah timur dan papua. Masih banyak PA yang belum memiliki gedung yang 
representatif dan hampir tidak ada yang memiliki rumah dinas untuk para Hakim.  
b) Masih lemahnya organisasi pembinaan dan pelaksanaan fungsi kontrol di 
Mahkamah Agung.  
c) Masih terdapat stigma di masyarakat yang menganggap bahwa peradilan agama 
hanya mengurusi masalah perceraian dan perkara-perkara perdata Islam lainnya. 
Tentunya, keadaan demikian menyebabkan munculnya stigma negatif di tengah 
upaya peradilan agama untuk tetap eksis dan mengaktualisasikan visi keadilan.  
d) Harus diakui bahwa masih banyak hakim di pengadilan agama yang belum 
menguasai hukum perdata dan hukum acara perdata dengan baik. Di samping itu, 
banyak pula panitera dan jurusita yang belum menguasai teknis litigasi. Hal ini 
tentu menjadi kelemahan yang sangat fundamental bagi peradilan agama itu 
sendiri, selain karena berimplikasi kuat terhadap putusan-putusan yang diberikan 
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juga semakin berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat akan kapabilitas 









                                               
14 http://www.badilag.net/data/artikel/kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Masa Depan 






A. Kesimpulan  
Bertolak dari pokok-pokok pembahasan yang telah dibahas dari uraian 
sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa poin penting sebagai kesimpulan, yaitu 
sebagai berikut: 
1. Pasca amandemen UU nomor 50 tahun 2009 membawa perubahan yang 
cukup besar terhadap peradilan di Indonesia, termasuk di dalamnya perubahan 
posisi dan kewenangan para hakim agama. Posisi hakim pasca amandemen 
UU Nomor 50 Tahun 2009 diatur oleh Mahkamah Agung. Hal ini disesuaikan 
dengan UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang 
menempatkan Pengadilan Agama bersama-sama dengan pengadilan lainnya di 
bawah Mahkamah Agung. Selain itu Komisi Yudisial hadir untuk menjaga 
dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, 
pengawasan eksternal terhadap hakim.  
2. Eksistensi Peradilan Agama sebagai pelaku kekuasaan kehakiman sudah 
sangat kokoh dan sejajar dengan peradilan lainnya. Hal ini diatur dalam 
Undang Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman. Peradilan agama merupakan 
salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk 
menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari 
keadilan dalam perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di 
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bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan 
ekonomi syariah. 
3. Faktor pendukung eksistensi peradilan agama berdasarkan perubahan UU 
Nomor 7 Tahun 1989 menjadi UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 
Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Dengan perubahan ini, maka secara 
institusional eksistensi Peradilan Agama mengalami penguatan karena 
kewenangan mengadilinya diperluas dan eksistensi institusinya kokoh sama 
dengan peradilan lain. Perluasan kewenangan ini akan membawa Peradilan 
Agama ke posisi yang lebih tinggi sebagai media untuk mempertahankan 
eksistensi kelembagaannya. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat ialah 
masih minimnya fasilitas baik fisik maupun non fisik yaitu sumber daya manusia 
(SDM) yang tidak merata kualitas dan kuantitasnya di Peradilan Agama serta  
masih banyak hakim di Pengadilan Agama yang belum menguasai hukum perdata 
dan hukum acara perdata dengan baik. 
B. Implikasi Penelitian 
1. Perlunya pengkajian lebih dalam tentang aspek sosial dan budaya serta 
pengaruhnya terhadap peradilan agama, baik menyangkut eksistensinya, 
maupun kewenangan serta hukum materiil yang digunakan oleh para hakim 
dalam memutuskan perkaranya. Termasuk juga pengaruh dan intensitas hakim 
dalam menggunakan hukum non positif (living law) dalam setiap putusan.  
2. Kepada para pihak yang berkompeten dalam mengelola urusan peradilan 
agama, agar tidak terpengaruh oleh sosial budaya dalam perkembangan 
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peradilan agama, serta harus lebih meningkatkan wawasan dasar hukum 
dalam peraturan perundang-undangan serta konsepsi dalam hukum Islam. 
3. Pemerintah perlu meninjau dan mensinkronkan beberapa pasal dalam 
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dengan mengeluarkan Peraturan 
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